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ABSTRAK 

 

MEGA HARUN UTAMI. 022118215. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan 

Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 

2015-2021. Dibawah bimbingan : ARIEF TRI HARDYANTO dan ABDUL KOHAR. 2023. 

Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu ukuran yang digunakan untuk 

melihat kemampuan daerah dalam melaksanakan aturan pengelolaan keuangan secara baik dan 

benar untuk mempertahankan pelayanan yang diinginkan. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

kinerja keuangan pemerintah daerah diantaranya pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan 

belanja modal sebagai indikator yang menjadi tolak ukur dalam menilai kemandirian suatu daerah. 

Tujuan dari penelitian untuk mengetahui apakah pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan 

belanja modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Bandung tahun 

anggaran 2015-2021. 

Penelitian ini menggunakan data kuantitatif dan data sekunder berupa laporan keuangan 

yang bersumber dari situs resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian 

Keuangan dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Bandung dengan 

metode purposive sampling. Analisis yang digunakan yaitu statistik deskriptif, uji asumsi klasik 

yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi, 

regresi linier berganda dan uji hipotesis yang terdiri dari uji statistik t, uji statistik F dan uji koefisien 

determinasi menggunakan SPSS 26.  

Hasil pengujian secara parsial dengan uji t mendapatkan hasil pendapatan asli daerah dan 

dana perimbangan berpangaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, sedangkan belanja 

modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil Pengujian secara 

simultan dengan uji F yaitu pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja modal secara 

bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. 

 

Kata kunci: pendapatan asli daerah, dana perimbangan, belanja modal, kinerja keuangan 

pemerintah daerah 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
B A B  I  PE N D A HUL U A N 

1.1 Latar Belakang  

Peraturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah 

dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah merupakan landasan utama dalam pelaksanaan 

otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Otonomi daerah merupakan memberikan hak, 

wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan 

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. Pelaksanaan otonomi daerah pada hakikatnya memberikan peluang yang lebih 

besar kepada daerah untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerahnya, baik yang 

berhubungan dengan sumber daya manusia, pendanaan ataupun kekayaan daerah serta 

memberikan pelayanan kepada masyarakat secara keseluruhan (Saleh, 2020). Adanya 

otonomi daerah diharapkan semakin mandiri dan mengurangi ketergantungan pada 

pemerintah pusat, baik dalam hal pembiayaan pembangunan ataupun didalam hal 

mengelola keuangan daerah.  

Menurut Antari dan Sedana (2018) bahwa kemampuan pemerintah dalam 

mengelola keuangan daerah tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD) yaitu kemampuan dalam meningkatkan penerimaan daerah serta membiayai 

pembangunan daerah dan pelayanan sosial masyarakat. Laporan realisasi APBD menjadi 

tolak ukur dalam pembangunan daerah, dalam hal ini pemerintah wajib membuat laporan 

pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dalam menjalankan roda pemerintahan 

kepada masyarakat, guna memenuhi asas transparansi (Jauhariah, 2022). Berdasarkan 

Permendagri No. 13 Tahun 2006 keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada 

peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung 

jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat. 

Apabila pengelolaan keuangan dapat dilakukan dengan baik sesuai dengan peraturan yang 

berlaku, maka hal ini dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah itu sendiri.  

Menurut Mahsun (2012) kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan 

gambaran mengenai tingkat pencapaian pengelolaan keuangan dari hasil suatu kegiatan, 

program ataupun kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi pemerintah 

daerah. Kinerja keuangan pemerintah daerah juga merupakan salah satu ukuran yang 

digunakan untuk memastikan kemampuan daerah dalam melaksanakan aturan pengelolaan 

keuangan secara baik dan benar untuk mempertahankan pelayanan yang diinginkan. 

Kinerja keuangan pemerintah daerah dalam penelitian ini akan diukur menggunakan rasio 

kemandirian yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai 

kegiatan pemerintahanya. Perhitungan rasio kemandirian merupakan perbandingan antara 

pendapatan asli daerah dengan bantuan pemerintah pusat atau provinsi dan pinjaman. 

Semakin tinggi rasio yang dihasilkan menggambarkan semakin tinggi pula kemandirian 
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pemerintah dalam mengelola daerahnya dan sebaliknya jika rasio yang dihasilkan 

menurun maka tingkat kemandirian pemerintah daerah akan dipertanyakan. 

Kota Bandung merupakan salah satu daerah otonom yang diberikan wewenang 

oleh pemerintah pusat untuk melaksanakan otonomi daerah. Dalam pelaksanaan otonomi 

daerah diharapkan Kota Bandung dapat menggali potensi yang dimiliki daerahnya 

sehingga mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Berdasarkan data yang 

diperoleh dari BPKA Kota Bandung, terdapat beberapa permasalahan yang berkaitan 

dengan Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Daerah. Dimana pada tahun 2015-2017, 

Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Bandung mendapatkan 

predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP), sedangkan pada tahun 2018-2021 

mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan 

Keuangan (BPK). Disisi lain, menurut Christian Jualianto, menuturkan bahwa tingkat 

pencapaian kinerja yang diraih Pemerintah Kota Bandung tahun 2019 mengalami 

penurunan sehingga hasilnya jauh dari visi dan misi yang ada pada RPJMD Kota Bandung 

tahun 2018-2023 (Tagar.id, 2020). 

Agar laporan keuangan dapat bermanfaat sebagai bahan pertimbangan pembuatan 

keputusan serta pengukuran dan evaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah, maka 

laporan keuangan tersebut perlu di analisis lebih lanjut karena opini BPK terhadap 

Kualitas Penyajian Laporan Keuangan tidak sepenuhnya mencerminkan baik atau 

tidaknya kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung, maka perlu dinilai kembali 

kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung menggunakan teknik analisis rasio 

keuangan. Berikut perhitungan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung 

menggunakan rasio kemandirian tahun anggaran 2015-2021.  

Tabel 1.1 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung  

Tahun 2015-2021 

(Dalam Miliar Rupiah) 

Tahun  
Pendapatan Asli 

Derah 

Pendapatan 

Transfer 
Kinerja Keuangan (%) 

2015 1.859,69 3.144,49 59,14 

2016 2.152,76 3.186,71 67,55 

2017 2.578,46 3.135,98 82,22 

2018 2.571,59 3.324,85 77,34 

2019 2.548,26 3.626,14 70,27 

2020 2.063,78 3.352,26 61,56 

2021 2.195,97 3.417,76 64,25 

Rata-Rata  68,91 
Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kemenkeu dan PPID Kota Bandung (data diolah, 2022) 

Berdasarkan tabel 1.1 diatas, dapat dilihat bahwa kinerja keuangan Pemerintah 

Daerah Kota Bandung tahun 2015-2021 yang menggunakan perhitungan rasio 

kemandirian keuangan daerah mengalami fluktuasi. Pada tahun 2015, 2016 dan 2017 

kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung mengalami peningkatan yang 

masing-masing sebesar 59,14%, 67,55% dan 82,22%, sedangkan tiga tahun berikutnya 
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mengalami penurunan yaitu tahun 2018 sebesar 77,34%, tahun 2019 sebesar 70,27% dan 

tahun 2020 sebesar 61,56%, kemudian pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 

64,25%. Jika dihitung rata-rata tingkat kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota 

Bandung selama 7 tahun sebesar 68,91%.  

Peningkatan dan penurunan kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dikaitkan 

oleh beberapa faktor, dalam penelitian ini faktor-faktor yang digunakan mengacu pada 

penelitian yang dilakukan oleh Wahyudin dan Hastuti (2020) menentukan variabel 

pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja modal kaitannya terhadap kinerja 

keuangan pemerintah daerah, kemudian penelitian Jauhariah (2022) mengambil pada 

variabel pendapatan asli daerah dan belanja modal. Mengacu pada dua penelitian 

terdahulu, sehingga peneliti menentukan tiga faktor yang dapat dikaitkan dengan kinerja 

keuangan pemerintah daerah yaitu pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja 

modal. 

Faktor pertama, menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 menyatakan bahwa 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang 

dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan. PAD adalah 

penerimaan daerah yang berasal dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil 

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang 

sah. PAD merupakan salah satu sumber utama dalam pembiayaan dan pengeluaran 

daerah. Kemampuan daerah dalam memanfaatkan dan mengelola penerimaan PAD 

sebagai sumber keuangan daerah dapat mencerminkan kinerja keuangan pemerintah 

daerah (Antari dan Sedana, 2018). Oleh karena itu dalam pelaksanaan otonomi daerah 

diharapkan dapat meningkatkan sumber penerimaan yang berasal dari PAD terhadap 

struktur APBD, sehingga tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat 

semakin kecil (Ekasuryana, 2018). 

Faktor kedua, Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan 

APBN, yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam 

rangka desentralisasi (UU No. 33 Tahun 2004). Dana perimbangan terdiri dari Dana Bagi 

Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana 

perimbangan merupakan bagian terbesar dari pembiayaan kegiatan pemerintah daerah 

yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan pendanaan antara pemerintah pusat dan 

daerah serta mengurangi kesenjangan antar pemerintah daerah. Menurut Putri dan 

Darmayanti (2019) bahwa penerimaan dana perimbangan menggambarkan kemampuan 

pemerintah dalam mengelola keuangan daerah, semakin besarnya dana perimbangan yang 

diterima maka kemampuan pemerintah dalam menggali potensi daerah semakin rendah 

dan kemandirian keuangan juga semakin rendah sehingga mengindikasikan lemahnya 

kinerja keuangan pemerintah daerah. 

Faktor ketiga, Belanja Modal merupakan pengeluaran yang dikeluarkan dalam 

rangka pengadaan barang ataupun pembangunan aktiva tetap berwujud yang mempunyai 

nilai manfaat lebih dari satu periode akuntansi (PP No. 71 Tahun 2010). Belanja modal 

ditunjukkan dalam bentuk aset tetap berupa peralatan, pembangunan, infrastruktur dan aset 

tetap lainnya. Belanja modal sangat berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah 
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daerah karena sangat berkaitan dengan kualitas pelayanan publik yang akan diberikan 

kepada masyarakat. Semakin tinggi investasi modal diharapkan mampu meningkatkan 

pembangunan di suatu daerah dan kualitas pelayanan publik.  

Berikut ini disajikan data mengenai pertumbuhan pendapatan asli daerah, dana 

perimbangan dan belanja modal Kota Bandung tahun anggaran 2015-2021. 

 
Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kemenkeu dan PPID Kota Bandung (data diolah, 

2022) 

 

Gambar 1.1 Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan 

Belanja Modal Kota Bandung Tahun Anggaran 2015-2021 

(Dalam Miliar Rupiah) 

Berdasarkan grafik diatas, pertumbuhan pendapatan asli daerah, dana perimbangan 

dan belanja modal mengalami fluktuasi setiap tahunnya, jika dilihat dari presentase 

kenaikan dan penurunan, pendapatan asli daerah pada tahun 2016 dan 2017 mengalami 

kenaikan sebesar 16% dan 19%, sedangkan tiga tahun berturut-turut di tahun 2018-2020 

PAD mengalami penurunan yang masing-masing sebesar -0,3%, -1% dan -19%, tetapi 

PAD di tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 6%. Selanjutnya pada dana perimbangan 

tahun 2016, 2018, 2019 dan 2021 mengalami kenaikan masing-masing sebesar 38%, 6%, 

2% dan 0,5%, sedangkan hanya di tahun 2017 dan 2020 mengalami penurunan sebesar -

6% dan -4%. Naik turunnya pertumbuhan PAD menunjukkan ketidakmampuan 

pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan asli daerah dan besarnya dana 

perimbangan yang diterima mengindikasikan masih adanya tingkat ketergantungan 

keuangan daerah Kota Bandung terhadap pemerintah pusat.  

Selain itu, pada belanja modal tahun 2016 dan 2017 mengalami penurunan sebesar 

-3% dan -27%, namun pada tahun 2018 dan 2019 naik sebesar 14% dan 12% akan tetapi 

ditahun 2020 belanja modal mengalami penurunan drastis sebesar -53% dan kenaikan 

terjadi di tahun berikutnya sebesar 29%. Hal ini menunjukkan ketidakstabilan pemerintah 

dalam meningkatkan pembangunan di daerah dan kecilnya rata-rata belanja modal Kota 
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Bandung tahun 2015-2021 yang hanya berkisar 20% dari total belanja daerah. Fakta ini di 

dukung oleh data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian 

Keuangan (Kemenkeu) tercatat bahwa 35,6% dari total anggaran belanja daerah direalisasi 

untuk belanja pegawai dan hanya 19,4% untuk belanja modal. Rendahnya nilai kinerja 

keuangan pemerintah daerah dimata masyarakat diakibatkan karena lebih tingginya porsi 

anggaran belanja tidak langsung seperti belanja pegawai daripada belanja langsung 

(Wahyudin dan Hastuti, 2020). 

Menurut penelitian yang dilakukan Sari (2020) menyatakan bahwa secara parsial 

pendapatan asli daerah dan belanja modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan 

pemerintah daerah. Sedangkan, dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap kinerja 

keuangan pemerintah daerah. Penelitian lain yang dilakukan Prastiwi dan Aji (2020) 

menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan, dana 

perimbangan berpengaruh signifikan negatif dan belanja modal berpengaruh tidak 

signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sedangkan dalam penelitian 

Wahyudin dan Hastuti (2020) pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja 

modal secara parsial dan simultan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan 

pemerintah daerah. 

Hal ini menunjukkan adanya ketidakkonsistenan dari hasil penelitian sebelumnya 

dan diindikasi terdapat research gap. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menguji 

kembali penelitian dengan judul “PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, 

DANA PERIMBANGAN DAN BELANJA MODAL TERHADAP KINERJA 

KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 

ANGGARAN 2015-2021”. 

1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah 

1.2.1 Identifikasi Masalah 

Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan gambaran mengenai tingkat 

pencapaian pengelolaan keuangan dari hasil suatu kegiatan, program ataupun kebijakan 

dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi pemerintah daerah. Kinerja keuangan 

pemerintah daerah juga merupakan salah satu ukuran yang digunakan untuk memastikan 

kemampuan daerah dalam melaksanakan aturan pengelolaan keuangan secara baik dan 

benar untuk mempertahankan pelayanan yang diinginkan. Berdasarkan Laporan Realisasi 

Anggaran, kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Bandung diindikasi belum maksimal 

hal tersebut dilihat dari hasil perhitungan rasio kemandirian tahun 2015-2021. Kinerja 

keuangan pemerintah daerah yang belum maksimal tidak lepas dari faktor-faktor yang 

terkait, dalam penelitian ini yaitu pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja 

modal.  

Faktor pertama, pendapatan asli daerah memiliki peranan yang sangat penting bagi 

kinerja keuangan pemerintah daerah karena besarnya pungutan PAD sebagai sumber 

utama dalam pembiayaan dan pengeluran daerah dapat mencerminkan kinerja keuangan 

pemerintah daerah. Faktor kedua, dana perimbangan merupakan bagian terbesar dari 
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pembiayaan kegiatan pemerintah daerah yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan 

pendanaan antara pemerintah pusat dan daerah serta mengurangi kesenjangan antar 

pemerintah daerah. Namun, semakin besarnya dana perimbangan yang diterima maka 

semakin tinggi pula tingkat ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat sehingga 

membuat lemahnya kinerja keuangan pemerintah daerah. Faktor ketiga, belanja modal 

sangat berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah karena sangat berkaitan 

dengan kualitas pelayanan publik yang akan diberikan kepada masyarakat. Semakin tinggi 

investasi modal diharapkan mampu meningkatkan pembangunan di suatu daerah dan 

kualitas pelayanan publik. 

Berdasarkan presentase pertumbuhan pendapatan asli daerah, dana perimbangan 

dan belanja modal mengalami fluktuasi setiap tahunnya, naik turunnya pertumbuhan PAD 

menunjukkan ketidak mampuan pemerintah dalam meningkatkan penerimaan asli daerah 

dan besarnya dana perimbangan yang diterima mengindikasikan masih adanya tingkat 

ketergantungan keuangan daerah Kota Bandung terhadap pemerintah pusat. Selain itu, 

pertumbuhan belanja modal mencerminkan ketidakstabilan pemerintah dalam 

meningkatkan pembangunan di daerah dan rata-rata belanja modal Kota Bandung tahun 

2015-2021 hanya mencapai 20% dari jumlah belanja daerah. 

Data yang ditampilkan pada latar belakang mengidentifikasi adanya kesenjangan 

(gap) teori dengan kenyataan yang ada pada penelitian ini. Hal ini itu terlihat dengan 

adanya ketidakonsistenan antara variabel independen dengan variabel dependen dan telah 

dibuktikan oleh beberapa penelitian terdahulu. 

1.2.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan rumusan diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah antara lain 

sebagai berikut: 

1. Apakah pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan 

Pemerintah Daerah Kota Bandung tahun anggaran 2015-2021? 

2. Apakah dana perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah 

Daerah Kota Bandung tahun anggaran 2015-2021? 

3. Apakah belanja modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah 

Kota Bandung tahun anggaran 2015-2021? 

4. Apakah pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja modal secara 

bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota 

Bandung tahun anggaran 2015-2021? 

1.3 Maksud dan Tujuan 

1.3.1 Maksud Penelitian  

Maksud dari penelitian ini adalah untuk menganalisis keterkaitan atau hubungan 

antara pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja modal terhadap kinerja 
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keuangan pemerintah daerah, menyimpulkan hasil penelitian, serta memberikan saran 

kepada Pemerintah Daerah Kota Bandung terkait kinerja keuangan pemerintah daerah. 

1.3.2 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan 

sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan 

Pemerintah Daerah Kota Bandung tahun anggaran 2015-2021. 

2. Untuk menganalisis pengaruh dana perimbangan terhadap kinerja keuangan 

Pemerintah Daerah Kota Bandung tahun anggaran 2015-2021. 

3. Untuk menganalisis pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan 

Pemerintah Daerah Kota Bandung tahun anggaran 2015-2021. 

4. Untuk menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan 

belanja modal terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung tahun 

anggaran 2015-2021. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

1.4.1 Kegunaan Praktis 

1. Bagi Pemerintah 

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan informasi yang positif bagi 

Pemerintah Daerah Kota Bandung dan diharapkan dapat digunakan sebagai 

masukan yang bermanfaat berupa bukti empiris mengenai pengaruh dari 

pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja modal terhadap kinerja 

keuangan pemerintah daerah. 

2. Bagi Masyarakat 

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi salah satu informasi yang transparan 

mengenai pertumbuhan pendapatan asli daerah, dana perimbangan, belanja modal 

dan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung. 

1.4.2 Kegunaan Akademis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi akuntansi pada umumnya dan 

khususnya akuntansi sektor publik mengenai pengaruh pendapatan asli daerah, dana 

perimbangan dan belanja modal kaitannya terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 
BAB II  LANDASAN TEORI  

2.1 Akuntansi Sektor Publik 

Istilah sektor publik memiliki pengertian yang beragam. Hal tersebut merupakan 

konsekuensi dari luasnya wilayah publik, sehingga setiap disiplin ilmu (ekonomi, politik, 

hukum dan sosial) memiliki cara pandang yang berbeda-beda. Sektor publik dari sudut 

pandang ilmu ekonomi dapat didefinisikan sebagai suatu entitas yang aktivitasnya 

berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan jasa kepada publik dalam 

rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik. Pada organisasi sektor publik sumber daya 

ekonomi yang dikelola tidak untuk mencari laba ataupun keuntungan.  

Menurut Mardiasmo (2018) akuntansi sektor publik merupakan suatu alat 

penyedia informasi akuntabilitas dan pengendalian manajemen bagi pemerintah maupun 

publik. Sedangkan, menurut Bastian (2017) akuntansi sektor publik merupakan 

mekanisme teknis dan analisis akuntansi yang diaplikasikan pada pengelolaan keuangan 

dilembaga tinggi negara dan departemen-depertemen dibawahnya seperti pemerintah 

daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial serta proyek-proyek kerjasama sektor 

publik dan swasta. Sektor publik memiliki berbagai macam bentuk dalam masyarakat, 

sebagian besar merupakan organisasi pemerintah baik pemerintah pusat maupun 

pemerintah daerah. Adapun sektor publik yang menjalankan aktivitasnya dalam bentuk 

yayasan, lembaga keagamaan, lembaga pendidikan, LSM, rumah sakit dan partai politik.  

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa akuntansi sektor publik 

merupakan suatu entitas yang kegiatannya berhubungan dengan usaha, yang berkaitan 

dengan keuangan guna mengambil keputusan untuk memenuhi kebutuhan dan hak publik 

melalui pelayanan yang diselenggarakan oleh entitas perusahaan.  

2.1.1 Tujuan Akuntansi Sektor Publik 

Menurut Hasanah dan Fauzi (2017) secara umum tujuan akuntansi pemerintah 

adalah memberikan dan menyajikan informasi pelaporan keuangan atas transaksi yang 

dilakukan pada periode tertentu. Secara khusus tujuan akuntansi pemerintah, antara lain: 

1. Akuntanbilitas, kewajiban sektor publik dalam mempertanggungjawabkan, 

menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan. 

2. Menajerial, akuntansi pemerintah memungkinkan pemerintah untuk melaksanakan 

fungsi manajerial dengan melakukan perencanaan berupa penyusunan APBN dan 

strategi pembangunan lain. 

3. Pengawasan, akuntansi pemerintahan dibuat untuk memungkinkan diadakannya 

pengawasan pengurusan keuangan negara dengan lebih mudah oleh aparat 

pemeriksa seperti BPK-RI. 
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Sedangkan, menurut Mardiasmo (2018) tujuan akuntansi pada sektor publik antara 

lain: 

1. Memberikan informasi yang dibutuhkan dalam pengelolaan secara tepat, efisien 

dan ekonomis pada suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan 

kepada organisasi. Tujuan ini berkaitan dengan pengendalian manajemen 

(Manajemen Control). 

2. Memberikan informasi yang memungkinkan untuk manajer melaporkan 

pelaksanaan tanggungjawab mengelola secara tepat dan efektif program dan 

penggunaan sumber daya wewenangnya dan memungkinkan bagi pegawai 

pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan 

penggunaan dana publik. Tujuan ini berkaitan dengan akuntabilitas 

(Accountability). 

Disimpulkan dari pernyataan diatas bahwa tujuan akuntansi sektor publik adalah 

memberikan informasi yang digunakan untuk mengambil sebuah keputusan secara efisien 

yang dikelola organisasi yang dapat di percaya serta melakukan pelaporan 

pertanggungjawaban kepada publik atas hasil operasi atau dana publik yang telah 

dipergunakan.  

2.2 Keuangan Daerah 

Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka 

penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk 

kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban 

tersebut (PP No. 12 Tahun 2019). Menurut Khusaini (2018) pengelolaan keuangan 

merupakan seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, 

pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah dengan tujuan untuk 

meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan sumber daya keuangan daerah, 

mengoptimalkan pelayanan publik yang berdampak pada meningkatnya kesejahteraan 

masyarakat. Dalam pedoman pengelolaan keuangan daerah yang diatur Permendagri No. 

13 Tahun 2006  menyatakan bahwa keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada 

peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan 

bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk 

masyarakat. Ruang lingkup keuangan daerah berdasarkan PP No. 58 Tahun 2005 meliputi: 

1. Hak daerah untuk memungut pajak dan retribusi daerah serta melakukan 

pinjaman; 

2. Kewajiban daerah untuk menyelenggarankan urusan pemerintahan daerah dan 

membayar tagihan pihak lain; 

3. Penerimaan daerah; 

4. Pengeluaran daerah; 
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5. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain berupa uang, surat berharga, 

piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan 

daerah yang dipisahkan; dan/atau 

6. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka 

penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum. 

Diterapkanya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal memberikan kewenangan 

kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola keuangannya sendiri dengan 

mengacu pada prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah sebagai berikut (Widodo, S., 

2022): 

1. Akuntabilitas, pemerintah dalam mengambil suatu keputusan sesuai dengan 

mandat atau amanah yang diterimanya. Kebijakan yang ada harus dapat diakses 

dan dikomunikasikan secara vertical maupun horizontal kepada masyarakat. 

2. Transparansi, pemerintah harus terbuka dalam menyusun suatu kebijakan 

keuangan daerah, sehingga dapat diawasi oleh DPRD dan masyarakat. 

3. Kejujuran, dalam mengelola keuangan daerah harus dipercayakan kepada 

pengelola yang memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi, sehingga dapat 

meminimalisir terjadinya kecurangan. 

4. Value Of Money, dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran harus 

memperhatikan ekonomi, efektivitas dan efisiensi. 

5. Pengendalian, pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan monitoring terhadap 

setiap penerimaan maupun pengeluaran APBD. 

2.3 Pendapatan Asli Daerah 

2.3.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah 

atau disebut dengan PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut 

berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah 

merupakan wujud asas desentralisasi yang menjadi salah satu sumber pendapatan daerah. 

Sumber pendapatan asli daerah berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil 

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. 

Menurut Ariska (2021) pendapatan asli daerah merupakan seluruh penerimaan 

yang menjadi hak daerah dan diakui sebagai peningkatan kekayaan bersih dalam satu 

periode tertentu yang tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan asli daerah 

sebagai sumber penerimaan daerah diharapkan terus bertambah agar mampu mendanai 

sebagian belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintah dan kegiatan 

pembangunan yang setiap tahun terus meningkat, sehingga tercapainya kemandirian 

daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab.  

Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah 

merupakan pendapatan yang digali dari potensi suatu daerah berdasarkan peraturan 
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perundang-undangan, yang digunakan sebagai salah satu sumber pendanaan untuk 

membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. 

2.3.2 Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020  

mengacu pada pasal 30 sampai pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2019, 

pendapatan asli daerah terdiri atas; 

1. Pajak Daerah 

Sumber pertama penerimaan pendapatan asli daerah berasal dari pajak daerah. 

Berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2009 pajak daerah merupakan kontribusi 

wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa 

sesuai undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan 

digunakan untuk keperluan daerah dari sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jenis 

pajak daerah dibedakan menjadi dua, yaitu: 

1) Jenis Pajak Provinsi Terdiri Atas: 

a. Pajak Kendaraan Bermotor 

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 

d. Pajak Air Permukaan  

e. Pajak Rokok 

2) Jenis Pajak Kabupaten/Kota Terdiri Atas: 

a. Pajak Hotel 

b. Pajak Restoran 

c. Pajak Hiburan 

d. Pajak Reklame 

e. Pajak Penerangan Jalan 

f. Pajak Mineral Bukan Logam Dan Bantuan 

g. Pajak Parkir 

h. Pajak Air Tanah 

i. Pajak Sarang Burung Walet 

j. Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan 

k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan 

 

2. Retribusi Daerah 

Retribusi merupakan pengutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau 

pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah 

daerah untuk kepentingan pribadi atau badan (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 

tahun 2009). Terdapat beberapa golongan retribusi Kota/Kabupaten, diantaranya: 
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1) Retribusi Jasa Umum merupakan pelayanan yang disediakan oleh pemerintah 

daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh 

pribadi atau badan. Jenis retribusi jasa umum meliputi: 

a. Retribusi Pelayanan Kesehatan 

b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 

c. Retribusi Penggatian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta 

Catatan Sipil 

d. Retribusi Pelayanan Pemakaman Dan Pengabuan Mayat 

e. Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum 

f. Retribusi Pelayanan Pasar 

g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 

h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 

i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta 

j. Retribusi Penyediaan Dan/Atau Penyedotan Kakus 

k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair 

l. Retribusi Pelayanan Tera/Tela Ulang 

m. Retribusi Pelayanan Pendidikan 

n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.  

2) Retribusi Jasa Usaha merupakan pelayanan yang disediakan oleh pemerintah 

daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi: 

a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 

b. Retribusi Grosir Dan/Atau Pertokoan 

c. Retribusi Tempat Pelelangan 

d. Retribusi Terminal 

e. Retribusi Tempat Khusus Parkir 

f. Retribusi Penginapan/Pesanggrahan/Villa 

g. Retribusi Rumah Potong Hewan 

h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan 

i. Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olehraga 

j. Retribusi Penyeberangan di Air 

k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 

3) Reribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh 

pemerintah daerah kepada pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk 

pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan 

sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna 

melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis 

retribusi perizinan tertentu meliputi: 

a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 

b. Retribusi Izin Tempat Jualan Minuman Beralkohol 

c. Retribusi Izin Gangguan 

d. Retribusi Izin Trayek 

e. Retribusi Izin Usaha Perikanan 
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3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yaitu komponen kekayaan 

negara yang pengelolaannya diserahkan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). 

Pengelolaan kekayaan yang dipisahkan merupakan bagian dari pendapatan asli daerah, 

antara lain: 

a. Bersumber dari bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik 

daerah atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 

b. Bagian laba dari lembaga keuangan bank 

c. Bagian laba atas pernyertaan modal kepada badan usaha lainnya. 

 

4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 

Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain 

milik pemerintah daerah. Berdasarkan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 

(DJPK) Kementerian Keuangan lain-lain PAD yang sah, meliputi: 

a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan 

b. Hasil pemanfaatan atau penyalahgunaan kekayaan daerah yang tidak 

dipisahkan 

c. Jasa giro 

d. Pendapatan bunga 

e. Tuntutan ganti rugi 

f. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing 

g. Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau 

pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah. 

2.4  Dana Perimbangan  

2.4.1  Pengertian Dana Perimbangan  

Dana perimbangan adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah 

untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi (UU No. 33 Tahun 2004). 

Menurut Budianto dan Alexander (2016) dana perimbangan merupakan dana yang 

bersumber dari APBN untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah dengan tujuan 

meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Adapun maksud pemerintah pusat 

memberikan dana perimbangan kepada pemerintah daerah (Subelan dalam penelitian 

Damara, 2021), yaitu: 

1. Membantu daerah dalam mendanai kewarganegaraannya dalam melaksanakan 

tugas kepemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.  

2. Mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara pemerintah pusat dan daerah. 

3. Mengurangi kesenjangan pendanaan antar pemerintah daerah. 
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Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa dana perimbangan 

dimaksudkan untuk membantu daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dengan 

tujuan mengurangi ketimpangan dan kesenjangan serta meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. 

2.4.2  Jenis-Jenis Dana Perimbangan  

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Dana Perimbangan terdiri 

dari tiga bagian yaitu: 

1. Dana Bagi Hasil (DBH) 

Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang 

dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan 

daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana bagi hasil dilakukan atas prinsip 

by orgin (daerah penghasil) dan penyaluran berdasarkan realisasi penerimaan. Porsi 

pembagian DBH yaitu berasal dari pendapatan APBN yang dibagihasilkan 

berdasarkan presentase tertentu, pendapatan APBN yang dibagihasilkan di antaranya 

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Pajak Orang Pribadi Dalam 

Negeri dan PPh pasal 21 serta dana bagi hasil yang bersumber dari Sumber Daya 

Alam. 

2. Dana Alokasi Umum (DAU) 

Dana alokasi umum merupakan salah satu dana transfer pemerintah pusat kepada 

daerah yang bersumber dari pendapatan APBN dengan tujuan pemerataan 

kemampuan keuangan daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka 

pelaksanaan desentralisasi. DAU bersifat block grant yang berarti dalam 

pengunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah 

dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah memberikan dana 

perimbangan guna mengatasi persoalan ketimpangan fiskal dan kebutuhan pendanaan 

yang besar di daerah dengan porsi sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam 

negeri netto yang telah ditetapkan APBN. Proposi dana alokasi umum dihitung 

berdasarkan perbandingan antara bobot urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan provinsi dan kabupaten/kota. Proposi yang telah ditetapkan yaitu dengan 

imbalan 10% untuk provinsi dan 90% untuk kabupaten/kota. 

3. Dana Alokasi Khusus (DAK) 

Dana lokasi khusus merupakan dana transfer yang dialokasikan kepada 

pemerintah daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus sebagai 

urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional. Selain itu, dana alokasi khusus juga 

bertujuan untuk mendanai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat guna 

meningkatkan pembangunan daerah. DAK sendiri memiliki karakter yang paling 

spesifik diantara dana transfer lainnya, berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 

2004 menyatakan bahwa pemerintah menetapkan ktriteria dana alokasi khusus yang 

meliputi: 
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a. Kriteria umum ditetapkan dengan mempertimbangkan kamampuan keuangan 

daerah APBD. 

b. Kriteria khusus ditetapkan dengan memperhatikan peraturan perundang-

undangan dan karakteristik daerah. 

c. Kriteria teknis diterapkan oleh Kementerian Negara atau Departemen Teknis.  

Pelaksanaan DAK sendiri diserahkan kepada bagian investasi pembangunan, 

pengadaan, peningkatan, dan/atau perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan 

masyarakat dengan umur ekonomi yang panjang.  

2.5  Belanja Modal 

2.5.1  Pengertian Belanja Modal 

Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang diatur dalam PP Nomor 

71 Tahun 2010, belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap 

dan aset tetap lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja 

modal merupakan bagian dari belanja daerah yang dijadikan salah satu anggaran oleh 

pemerintah daerah dalam rangka pembelian, pengadaan atau pembangunan aset tetap dan 

aset lainnya baik untuk kelancaran tugas pemerintah maupun untuk meningkatkan fasilitas 

publik. Dalam pemanfaatan aset tetap yang dihasilkan tersebut, ada yang bersinggungan 

atau dipakai oleh publik dan ada yang tidak langsung dimanfaatkan oleh publik.  

Dalam menambah aset tetap, pemerintah daerah mengalokasikan dana berupa 

belanja modal dalam APBD sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang 

memberikan manfaat jangka panjang secara finansial. Sesuai dengan Peraturan Direktorat 

Jenderal Perbendaharaan No. Per-33/PB/2008, suatu belanja dikategorikan sebagai belanja 

modal apabila: 

a. Pengeluaran tersebut mengakibatkan diperolehnya aset tetap atau aset lainnya 

yang menambah masa umur, manfaat dan kapasitas. 

b. Pengeluaran tersebut melebihi minimum kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya 

yang telah ditetapkan pemerintah. 

c. Perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual. 

2.5.2  Sumber-Sumber Belanja Modal 

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK.02/2011 tentang 

klasifikasi anggaran, belanja modal dibagi menjadi beberapa jenis belanja antara lain:  

1. Belanja Modal Tanah  

Belanja modal tanah merupakan pengeluaran biaya yang digunakan untuk 

pengadaan barang/pembelian/pembebasan, penyelesaian, balik nama dan sewa 

tanah, pengosongan, pengurugan, perataan, pematangan tanah, pembuatan 

sertifikat dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan pengolahan hak atas tanah 
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sampai tanah yang dimaksud dalam kondisi siap pakai agar manfaatanya bisa 

segera diperoleh. 

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin 

Belanja modal peralatan dan mesin ini merupakan pengeluaran/biaya yang 

digunakan untuk tujuan pengadaan/penambahan/penggantian, dan peningkatan 

kualitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat 

lebih dari satu tahun periode akuntansi. Setelah adanya pengeluaran, peralatan dan 

mesin dipastikan dalam kondisi siap pakai. 

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan 

Belanja modal gedung dan bangunan merupakan pengeluaran/biaya yang 

digunakan untuk pengadaan/penambahan/pergantian dan termasuk pengeluaran 

untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan 

bangunan yang menambah kapasitas gedung dan bangunan dalam kondisi siap 

pakai. 

4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 

Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan ini merupakan pengeluaran/biaya 

yang digunakan untuk kegiatan penambahan, pengadaan, pergantian dan 

peningkatan kualitas pembangunan/pembuatan serta penawaran dan termasuk 

pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan, irigasi dan 

jaringan yang manambah kapasitas sampai jalan, irigasi dan jaringan dalam 

kondisi siap dipakai. 

5. Belanja Modal Aset Lainnya 

Belanja modal aset lainnya merupakan pengeluaran/biaya yang digunakan untuk 

pengadaan/penambahan/pergantian serta penawaran terhadap aset tetep lainnya 

yang tidak dikategorikan dalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, 

gedung dan bangunan, serta jalan, irigasi dan jaringan. Yang termasuk pada 

belanja modal lainnya yaitu belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang 

kesenian, purbakala dan jurna ilmiah. 

6. Belanja Modal Badan Layanan Umum (BLU) 

Belanja modal badan layanan umum ini merupakan pengeluaran untuk 

pengadaan/perolehan/pembelian aset yang dipergunakan dalam rangka 

penyelenggaraan operasioanal BLU. 

 

 



 

17 

 

  

 

2.6  Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 

2.6.1  Pengertian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 

Menurut Mahsun (2012) kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan 

gambaran mengenai tingkat pencapaian pengelolaan keuangan atas pelaksanaan suatu 

kegiatan, program ataupun kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi 

pemerintah daerah. Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari 

hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi pendapatan dan belanja daerah 

dengan menggunakan sistem keuangan yang sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan selama satu periode tertentu (Ariska, 2021). 

Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat diukur dari seberapa besar kemampuan 

daerah dalam menggali potensi-potensi yang dimiliki, sehingga mampu memberikan 

kontribusi terhadap penerimaan daerah disetiap tahunnya (Antari dan Sedana, 2018). 

Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah sangat penting untuk dilakukan karena 

dengan diterapkannya otonomi daerah diharapkan pemerintah daerah dapat mengelola 

keuangan secara mandiri agar proses pembangunan dapat diselesaikan dengan cepat tanpa 

menunggu bantuan dari pusat (Putri dan Damayanti, 2019). Adapun tujuan dilakukannya 

pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah yaitu (Mardiasmo, 2018:121):  

a. Memperbaiki kinerja pemerintah daerah, ukuran kinerja yang dimaksud untuk 

membantu pemerintah fokus pada sasaran dan tujuan program yang telah 

ditetapkan sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan efektivitas dalam 

memberikan pelayanan publik 

b. Membantu mengalokasikan sumber daya dalam pengambilan keputusan 

c. Mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi 

kelembagaan 

2.6.2  Indikator Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 

Indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang dapat 

menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran yang telah ditetapkan dengan 

memperhitungkan beberapa indikator yaitu (Jauhariah, 2022): 

1. Indikator Masukan (Inputs) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar 

pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan menghasilkan output. Indikator 

masukan dapat berupa dana, sumber daya manusia, informasi, kebijakan atau 

peraturan perundang-undangan dan sebagainya. 

2. Indikator Proses (Process) adalah perumusan ukuran kegiatan baik dari segi 

kecepatan, ketetapan, maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan yang 

dilakukan. Indikator proses dapat berupa ketaatan pada peraturan perundang-

undangan ataupun rata-rata yang diperlukan untuk menghasilkan layanan jasa.  

3. Indikator Keluaran (Output) adalah segala sesuatu yang diharapkan dapat 

langsung dicapai dari suatu kegiatan berupa fisik dan/atau nonfisik, seperti 

ketepatan dalam memproduksi barang dan jasa. 
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4. Indikator Hasil (Outcomes) adalah segala seuatu yang terkait dengan tujuan akhir 

dari pelaksanaan kegiatan yang diadakan, seperti kepuasan masyarakat terhadap 

pelayanan publik yang diberikan pemerintah daerah. 

5. Indikator Dampak (Impact) adalah pengeluaran yang ditimbulkan baik positif 

ataupun negatif terhadap setiap indikator berdasarkan pada asumsi yang telah 

ditetapkan, seperti adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah 

tersebut. 

2.6.3 Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 

Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dilakukan dengan 

melaksanakan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan 

dilaksanakan. Analisis rasio keuangan pada pemerintah dilakukan dengan 

membandingkan unsur-unsur yang terdapat pada laporan keuangan sehingga dapat 

diketahui kecenderungan yang terjadi pada satu periode tertentu (Pratiwi, 2018). Terdapat 

beberapa jenis pengukuran rasio kinerja keuangan pemerintah daerah diantarannya rasio 

kemandirian, rasio desentralisasi fiskal, rasio efektivitas, rasio efisiensi dan rasio 

pertumbuhan. Pada penelitian ini rasio yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan 

pemerintah daerah adalah rasio kemandirian. Rasio kemandirian yaitu rasio yang 

menggambarkan perbandingan antara besarnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah 

dengan Pendapatan Transfer. Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dikatakan 

mandiri apabila rasio yang dihasilkan mencapai 100%, semakin besar rasio kemandirian 

yang dihasilkan maka kinerja keuangan daerah semakin baik. Melalui rasio ini 

menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah, semakin 

tinggi rasio kemandirian maka semakin tinggi pula partisipasi masyarakat dalam 

membayar pajak dan retribusi sebagai pendapatan asli daerah (Candra, 2019). 

Rasio Kemandirian dirumuskan sebagai berikut: 

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah =  
Pendapatan Asli Daerah

 Pendapatan Transer
 × 100% 

Untuk lebih jelasnya berikut terdapat tabel mengenai pola hubungan kemandirian 

keuangan daerah: 

Tabel 2.1 Pola Hubungan Kemandirian Keuangan Daerah 

Kemampuan Keuangan  Rasio Kemandirian (%) Pola Hubungan  

Rendah Sekali 0 - 25 Instruktif 

Rendah >25 – 50  Konsultatif 

Sedang >50 - 75 Partisipatif 

Tinggi >75 - 100 Delegatif 
Sumber: Susilowati, 2018 
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Keterangan pola hubungan: 

• Pola hubungan instruktif adalah peran pemerintah pusat lebih dominan daripada 

kemandirian daerah. 

• Pola hubungan konsultatif menggambarkan bahwa campur tangan pemerintah 

pusat sudah mulai berkurang karena daerah telah dianggap mampu melaksanakan 

otonomi daerah. 

• Pola hubungan partisipatif menggambarkan bahwa peran pemerintah pusat 

semakin berkurang mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya 

mendekati mampu melaksanakan otonomi daerah. 

• Pola hubungan delegatif yang menggambarkan bahwa pemerintah daerah telah 

benar mandiri dalam melaksanakan otonomi daerah.  

2.7  Penelitian Sebelumnya dan Kerangka Pemikiran 

2.7.1  Penelitian Sebelumnya 

Tabel 2.2 Penelitian Sebelumnya 

No Nama Peneliti, 

Tahun dan 

Judul Penelitian 

Variabel yang 

diteliti 

Indikator Metode 

Analisis 

Hasil Penelitian 

1 Riri Yuni 

Ariska (2021) 

“Pengaruh 

Pendapatan Asli 

Daerah, Dana 

Perimbangan 

Dan Belanja 

Modal 

Terhadap 

Kinerja 

Keuangan 

Pemerintah 

Kabupaten atau 

Kota Provinsi 

Sumatera Utara 

Pada Badan 

Pengelolaan 

Keuangan Dan 

Aset Daerah 

Provinsi 

Sumatera Utara 

Independen: 

- Pendapatan 

asli daerah 

- Dana 

perimbangan 

- Belanja modal 

 

Dependen: 

- Kinerja 

keuangan 

daerah 

Data 

laporan 

keuangan 

Pemerintah 

Kab/Kota 

Provinsi 

Sumatera 

Utara 

periode 

2017-2020 

Uji asumsi 

klasik, 

analisis 

regresi 

linier 

berganda 

dan uji 

hipotesis 

Secara parsial: 

- Pendapatan asli 

daerah 

berpengaruh 

terhadap kinerja 

keuangan daerah 

- Dana 

perimbangan 

berpengaruh 

terhadap kinerja 

keuangan daerah 

- Belanja modal 

tidak 

berpengaruh 

terhadap kinerja 

keuangan daerah 

Secara simultan: 

- Pendapatan asli 

daerah, dana 

perimbangan 

dan belanja 

modal 

berpengaruh 

terhadap kinerja 

keuangan daerah 

2 Nanda Dipa Independen: Data Uji statistik Secara parsial: 
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No Nama Peneliti, 

Tahun dan 

Judul Penelitian 

Variabel yang 

diteliti 

Indikator Metode 

Analisis 

Hasil Penelitian 

Pratiwi dan 

Andri Waskita 

Aji (2020) 

“Pengaruh 

Pendapatan Asli 

Daerah, Dana 

Perimbangan, 

Dana 

Keistimewaan 

Dan Belanja 

Modal 

Terhadap 

Kinerja 

Keuangan 

Pemerintah 

Daerah (Studi 

Kasus Pada 

Pemerintah 

Daerah 

Kabupaten Dan 

Kota Di Daerah 

Istimewa 

Yogyakarta 

Tahun 

Anggaran 2013-

2018” 

- Pendapatan 

asli daerah 

- Dana 

perimbangan 

- Dana 

keistimewaan 

- Belanja modal 

 

Dependen: 

- Kinerja 

keuangan 

daerah 

laporan 

realisasi 

APBD 

selama 

periode 

2013-2018 

deskriprif, 

uji asumsi 

klasik, 

analisis 

regresi 

linier 

berganda 

dan uji 

hipotesis 

- Pendapatan asli 

daerah 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap kinerja 

keuangan daerah 

- Dana 

perimbangan 

berpengaruh 

signifikan negatif 

terhadap kinerja 

keuangan daerah 

- Dana 

keistimewaan 

berpengaruh 

tidak signifikan 

terhadap kinerja 

keuangan daerah 

- Belanja modal 

berpengaruh 

tidak signifikan  

terhadap kinerja 

keuangan daerah 

Secara simultan: 

- Pendapatan asli 

daerah, dana 

perimbangan, 

dana 

keistimewaan 

dan belanja 

modal 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap kinerja 

keuangan daerah 

3 Faesal 

Fazlurahman, 
Candra 

Fatriananda dan 

Rifqie Jauhari 

(2020) “Analisis 

Kinerja 

Keuangan 

Kinerja 

keuangan 
daerah 

Data 

laporan 
keuangan 

Kota 

Bandung 

Analisis 

deskriptif 

- Kemandirian 

Kota Bandung 
selama tahun 

2014-2018 

mengalami 

peningkatan 

namun dalam 

kategori tidak 
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No Nama Peneliti, 

Tahun dan 

Judul Penelitian 

Variabel yang 

diteliti 

Indikator Metode 

Analisis 

Hasil Penelitian 

Pemerintah 

Kota Bandung 

Sebelum Dan 

Sesudah 

Mendapatkan 

WTP Dari 

BPK” 

optimal 

- Efektivitas PAD 

tahun 2014-2018 

mengalami 

peningkatan dan 

penurunan 

- Tingkat efisiensi 

PAD dalam 

ketegori efisien 

dilihat dari biaya 

pungutan PAD 

lebih kecil dari 

PAD 

- Tingkat rasio 

pertumbuhan 

PAD tahun 2014-

2017 mengalami 

stagnasi. Namun, 

tahun 2018 

berhasil 

optimalkan 

sumber-sumber 

PAD 

4 Novita Sari, 

Benny R., 

Rosma A.P., 

Taruli Br. S., 

dan Wahyu B. 

(2020) 

“Pengaruh 

Belanja Modal, 

Pendapatan Asli 

Daerah Dan 

Dana 

Perimbangan 

Terhadap 

Kinerja 

Keuangan” 

Independen: 

- Belanja 

modal 

- Pendapatan 

asli daerah 

- Dana 

perimbangan 

 

Dependen: 

- Kinerja 

keuangan 

daerah 

Data 

laporan 

keuangan 

pemerintah 

daerah 

Uji asumsi 

klasik 

analisis 

linier 

berganda, 

uji t dan 

Uji f 

Secara parsial: 

- Belanja modal 

berpengaruh 

terhadap kinerja 

keuangan daerah 

- Dana 

perimbangan 

tidak 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap kinerja 

keuangan daerah 

- Pendapatan asli 

daerah 

berpengaruh 

terhadap kinerja 
keuangan daerah 

Secara simultan: 

- Belanja modal, 

dana 

perimbangan dan 

pendapatan asli 
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No Nama Peneliti, 

Tahun dan 

Judul Penelitian 

Variabel yang 

diteliti 

Indikator Metode 

Analisis 

Hasil Penelitian 

daerah 

berpengaruh 

terhadap kinerja 

keuangan daerah 

5 Tri Y. Pratiwi 

(2018) 

“Pengaruh 

Pendapatan Asli 

Daerah, Dana 

Perimbangan 

Dan Belanja 

Modal 

Terhadap 

Kinerja 

Keuangan 

Pemerintah 

Daerah 

Kabupaten Dan 

Kota Di 

Provinsi Jawa 

Tengah Tahun 

Anggaran 2012-

2016” 

Independen: 

- Pendapatan 

asli daerah 

- Dana 

perimbangan 

- Belanja modal 

Laporan 

realisasi 

APBD 

tahun 

anggaran 

2012-2016 

Uji asumsi 

klasik, 

analisis 

regresi 

linier 

sederhana 

dan 

berganda, 

uji 

hipotesis 

Secara parsial: 

- Pendapatan asli 

daerah 

berpengaruh 

positif terhadap 

kinerja keuangan 

daerah 

- Dana 

perimbangan 

berpengaruh 

positif tidak 

signifikan 

terhadap kinerja 

keuangan daerah 

- Belanja modal 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap kinerja 

keuangan daerah 

Secara simultan: 

- Pendapatan asli 

daerah, dana 

perimbangan dan 

belanja modal 

berpengaruh 

positif terhadap 

kinerja keuangan 

daerah 

6 Indriani P. 

Ekasuryana, 

Arief Tri 

Hardiyanto dan 

Dessy 

Herlisnawati 

(2018) 

“Pengaruh 

Pendapatan Asli 

Daerah, Dana 

Perimbangan 

Terhadap 

Independen: 

- Pendapatan 

asli daeraj 

- Dana 

perimbangan 

 

Dependen: 

- Kinerja 

keuangan 

daerah 

 

Laporan 

realisasi 

anggaran 

Kab. Bogor 

tahun 2011-

2016 

Puposive 

sampling, 

statistik 

deskriptif, 

uji asumsi 

klasik, 

analisis 

regresi 

berganda 

dan uji 

hipotesis 

Secara parsial: 

- Pendapatan asli 

daerah 

berpengaruh 

terhadap kinerja 

keuangan daerah 

- Dana 

perimbangan 

berpengaruh 

negatif terhadap 

kinerja keuangan 

daerah 
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No Nama Peneliti, 

Tahun dan 

Judul Penelitian 

Variabel yang 

diteliti 

Indikator Metode 

Analisis 

Hasil Penelitian 

Kinerja 

Keuangan 

Pemerintah 

Daerah 

Kabupaten 

Bogor 2011-

2016”  

Secara simultan: 

- Pendapatam asli 

daerah dan dana 

perimbangan 

berpengaruh 

terhadap kinerja 

keuangan daerah 

7 Ihsan Wahyudin 

dan Hastuti 

(2020) 

Pengaruh 

Pendapatan Asli 

Daerah, Dana 

Perimbangan 

Dan Belanja 

Modal 

Terhadap 

Kinerja 

Keuangan 

Pemerintah 

Daerah 

Kabupaten Dan 

Kota Di 

Provinsi Jawa 

Barat” 

Independen: 

- Pendapatan 

asli daerah 

- Dana 

perimbangan \ 

- Belanja modal 

 

Dependen: 

- Kinerja 

keuangan 

daerah  

Data 

laporan 

realisasi 

APBD 

pemerintah 

Kab/Kota di 

Provinsi 

Jawa Barat 

tahun 2014-

2018 

Uji asumsi 

klasik, 

analisis 

regresi 

linier 

sederhana 

dan 

berganda, 

uji 

hipotesis 

Secara parsial: 

- Pendapatan asli 

daerah 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap kinerja 

keuangan daerah 

- Dana 

perimbangan 

berpengaruh 

terhadap kinerja 

keuangan daerah 

- Belanja modal 

berpengaruh 

positif tidak 

signifikan 

terhadap kinerja 

keuangan daerah 

Secara simultan: 

- Pendapatan asli 

daerah, dana 

perimbangan dan 

belanja modal 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap kinerja 

keuangan daerah 

8 Ni Putu Gina 

Sukama Antari 

dan Ida Bagus 

Panji Sedana 

(2018) 

“Pengaruh 

Pendapatan Asli 

Daerah Dan 

Belanja Modal 

Independen: 

- Pendapatan 

asli daerah 

- Belanja 

modal 

 

Dependen: 

- Kinerja 

keuangan 

Laporan 

keuangan 

pemerintah 

Kab/Kota 

se-Provinsi 

Bali 

Observasi 

nonn 

partisipan 

dengan 

teknis 

analisis 

regresi 

linier 

berganda 

Secara parsial: 

- Pendapatan asli 

daerah 

berpengaruh 

positif signifikan 

terhadap kinerja 

keuangan 

pemerintah 

daerah 
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No Nama Peneliti, 

Tahun dan 

Judul Penelitian 

Variabel yang 

diteliti 

Indikator Metode 

Analisis 

Hasil Penelitian 

Terhadap 

Kinerja 

Keuangan 

Pemerintah 

Daerah” 

daerah  - Belanja modal 

berpengaruh 

negatif signifikan 

terhadap kinerja 

keuangan 

pemerintah 

daerah 

9 Rahmat Saleh 

(2020) 

“Pengaruh 

Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) 

Dan Dana 

Perimbangan 

Terhadap 

Kemandirian 

Keuangan 

Pemerintah 

Daerah” 

Independen: 

- Pendapatan 

asli daerah 

- Dana 

perimbangan 

 

Dependen: 

- Kemandirian 

keuangan 

daerah 

Laporan 

realisasi 

APBD dan 

laporan 

akuntabilita

s kinerja 

instansi 

pemerintah 

Kab. Bogor 

2012-2017 

Analisis 

statistik 

deskriptif, 

uji asumsi 

klasik, 

analisis 

linier 

berganda 

dan uji 

koefisien 

regresi 

Secara parsial: 

-  Pendapatan asli 

daerah 

berpengaruh 

positif terhadap 

kemandirian 

keuangan daerah 

-  Dana 

perimbangan 

berpengaruh 

negatif terhadap 

kemandirian 

keuangan daerah 

Secara simultan: 

- Pendapatan asli 

daerah dan dana 

perimbangan 

berpengaruh 

terhadap 

kemandirian 

keuangan daerah 

10 Mia Jauhariah, 

Ernadhi 

Sudarmanto dan 

Sigit Edy 

Surono (2022) 

“Pengaruh 

Pendapatan Asli 

Daerah Dan 

Belanja Modal 

Terhadap 

Kinerja 

Keuangan 

Pemerintah 

Daerah Kota 

Bogor Tahun 

2014-2021” 

Independen: 

- Pendapatan 

asli daerah 

- Belanja modal 

Data 

realisasi 

APBD Kota 

Bogor 

2014-2021 

Analisis 

statistik 

deskriptif, 

uji asumsi 

klasik, 

analisis 

regresi 

linier 

berganda 

Secara parsial: 

- Pendapatan asli 

daerah 

berpengaruh 

negatif terhadap 

kinerja keuangan 

daerah 

- Belanja modal 

tidak 

berpengaruh 

terhadap kinerja 

keuangan daerah 

Secara simultan: 

- Pendapatan asli 

daerah dan 

belanja modal 

berpengaruh 
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No Nama Peneliti, 

Tahun dan 

Judul Penelitian 

Variabel yang 

diteliti 

Indikator Metode 

Analisis 

Hasil Penelitian 

terhadap kinerja 

keuangan daerah 

11 Isnurrini 

Hidayat 

Susilowati, Julia 

Retnowulan dan 

Wiwik 

Widiyanti 

(2018) 

“Penilaian 

Kinerja 

Keuangan 

Pemerintah 

Daerah Kota 

Bogor Periode 

Tahun 2012-

2016” 

Kinerja 

keuangan  

Data 

laporan 

realisasi 

anggaran 

Kota Bogor  

Analisis 

deskriptif 

- Rata-rata rasio 

derajat 

desentralisasi 

tahun 2012-2016 

sebesar 26,96% 

- Tingkat 

kemandirian 

Kota Bogor 

menunjukkan 

pola delegatif 

yaitu membeyar 

pajak dan 

retribusi daerah 

merupakan 

komponen PAD 

semakin tinggi 

- Efektivitas 

keuangan daerah 

Kota Bogor 

cukup baik 

dengan rata-rata 

100% 

- Rasio belanja 

langsung 

mengalami 

peningkatan, 

sedangkan rasio 

belanja tidak 

lengsung 

mengalami 

penurunan tahun 

2012-2016 

- Pertumbuhan 

PAD tahun 2012-

2016 

menunjukkan 

pertumbuhan 
yang positif 

Sumber: Ariska, R. (2021), Prastiwi, N., dan  Aji, A. (2020), Fazlurahman (2020), Sari, N., Nainggolan, B., 

Purba, R., Saragih, T., dan Banjarnahor, W. (2020). Pratiwi, T. (2018), Ekasuryana, I., Hardiyanto, A., dan 

Herlisnawati, D. (2018), Wahyudin, I., dan  Hastuti (2020), Antari, N., dan Sedana, I., (2018), Saleh, R. 

(2020), Jauhariah, M., Sudarmanto, E., dan Surono, S. (2022) dan Susilowati (2018). 
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Dalam penelitian terdahulu terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian 

yang akan dilakukan meliputi variabel independen, variabel dependen, unit analisis dan 

subjek yang diteliti, periode data yang diteliti dan metode yang digunakan. Pada penelitian 

ini memiliki persamaan pada variabel independen pendapatan asli daerah dengan Ariska 

(2021), Wahyudin dan Hastuti (2020) dan Pratiwi (2018). Persamaan pada variabel 

independen dana perimbangan juga terdapat pada penelitian Saleh (2020) dan Ekasuryana, 

(2018). Persamaan variabel independen belanja modal terdapat pada penelitian Antari dan 

Sedana (2018), Jauhariah (2022) dan Sari (2020). Pada penelitian ini memiliki persamaan 

variabel dependen yaitu kinerja keuangan pemerintah daerah yang terdapat pada Pratiwi 

dan Aji (2020). Lalu penelitian yang akan penulis lakukan memiliki perbedaan metode 

yang digunakan dengan Fazlurahman (2020) dan Susilowati (2018). Periode data 

penelitian ini tahun 2015-2021 berbeda dengan semua penelitian terdahulu, sehingga bisa 

menjadi bahan pertimbangan penulis dalam mengerjakan penelitian ini.  

2.7.2  Kerangka Pemikiran 

2.7.2.1  Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan 

Pemerintah Daerah 

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, Pendapatan asli daerah (PAD) 

merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan 

daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemampuan daerah 

dalam menggali dan memanfaatkan potensi daerah dapat menghasilkan PAD yang 

berkontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan daerah yang berimplikasi pada kinerja 

keuangan pemerintah daerah (Prastiwi dan Aji, 2020). Pernyataan tersebut sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi (2018) yang menyatakan bahwa semakin tingginya 

penerimaan PAD menunjukkan kemampuan daerah dalam memaksimalkan penerimaan 

pemerintah daerah yang nantinya akan berimplikasi pada kinerja keuangan pemerintah 

daerah yang semakin baik.  

2.7.2.2 Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan 

Pemerintah Daerah 

Dana perimbangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004  

merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada setiap 

daerah untuk mendanai kebutuhan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri 

dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus 

(DAK). Kebijakan penggunaan dana perimbangan diserahkan oleh pemerintah pusat 

kepada pemerintah daerah untuk dikelola dan digunakan dalam rangka meningkatkan 

pelayanan publik guna memajukan perekonomian daerah. Dalam penggunaanya tersebut 

diharapkan pemerintah dapat melaksanakan sesuai dengan tujuan yang diharapkan karena 

dengan semakin besar penerimaan dana yang diperoleh maka semakin kuat pemerintah 

daerah bergantung kepada pemerintah pusat dalam memenuhi kebutuhannya, sehingga 

akan mempengaruhi kinerja keuangan daerah. Pernyataan tersebut sejalan dengan hasil 
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penelitian Ariska (2021) yang menyatakan bahwa semakin tinggi dana perimbangan yang 

diterima daerah maka semakin rendah atau menurun tingkat kemandirian daerah. Hal ini 

menunjukkan lemahnya kinerja keuangan pemerintah daerah. 

2.7.2.3 Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan 

Pemerintah Daerah 

Belanja modal menurut PP No. 71 Tahun 2010 merupakan pengeluaran anggaran 

untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu 

periode akuntansi. Meningkatnya pengalokasian dana pada belanja modal dapat 

membantu daerah untuk memperoleh sumber keuangan yang menghasilkan pendapatan 

daerah sehingga berimplikasi pada peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah. 

Kegiatan belanja modal yang dapat menghasilkan sumber keuangan berasal dari 

pembangunan infrastruktur berupa fasilitas pelayanan umum (Antari dan Sedana, 2018). 

Pernyatan tersebut sejalan dengan penelitian Wahyudin dan Hastuti (2020) bahwa 

tersedianya infrastruktur di suatu daerah yang memadai diharapkan mampu menciptakan 

efisiensi di berbagai sektor dan meningkatnya produktivitas masyarakat sehingga 

berdampak pada kinerja keuangan pemerintah daerah yang semakin baik. 

2.7.2.4 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan 

Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 

Pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja modal memiliki peranan 

yang besar sebagai sumber pembiayaan yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. 

Peningkatan PAD mendorong kinerja keuangan pemerintah menjadi lebih baik, hal ini 

karena PAD sebagai sumber utama pembiayaan daerah dapat menentukan kemampuan 

daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahannya. Sedangkan, peningkatan dana 

perimbangan yang diterima menandakan semakin kuat pemerintah daerah bergantung 

kepada pemerintah pusat yang menunjukkan lemahnya kinerja keuangan pemerintah 

daerah. Selain itu, belanja modal juga berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah 

daerah, semakin meningkatnya jumlah belanja modal mengindikasikan terjadinya 

pertumbuhan pembangunan daerah yang pesat sehingga terdapat upaya pemerintah untuk 

memenuhi kebutuhan infrastruktur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

Pernyataan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wahyudin dan Hastuti 

(2020), Pratiwi (2018) dan Sari (2020) yang menyatakan bahwa secara simultan 

pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja modal berpengaruh terhadap 

kinerja keuangan pemerintah daerah. 

Berdasarkan uraian diatas, maka dibuat suatu kerangka pemikiran yang 

menggambarkan variabel-variabel yang telah dijelaskan sebelumnya yang dapat dilihat 

dalam gambar dibawah ini: 
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Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

2.8  Hipotesis Penelitian  

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang dapat dibangun dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

H1 : Pendapatan Asli Daerah Berpengaruh Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah 

Daerah Kota Bandung 

H2 : Dana Perimbangan Berpengaruh Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 

Kota Bandung  

H3 : Belanja Modal Berpengaruh Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 

Kota Bandung  

H4 : Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Berpengaruh 

Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung  

  

 
Pendapatan Asli Daerah (X1) 

Dana Perimbangan (X2) 

Belanja Modal (X3) 

Kinerja Keuangan 

Pemerintah Daerah (Y) 

H1 

H3 

H2 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 
BAB III  METODE PENELITIAN  

3.1  Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian verifikatif. 

Penelitian verifikatif (Verficative Research) yaitu jenis penelitian yang bertujuan untuk 

menguji suatu teori atau hasil penelitian sebelumnya, sehingga diperoleh hasil untuk 

memperkuat atau menggugurkan teori atau hasil sebelumnya. Pendekatan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah kuantitatif dan metode yang digunakan explanatory survey. 

Explanatory survey yaitu metode yang bertujuan untuk menguji hipotesis, yang 

umumnya merupakan penelitian yang menjelaskan fenomena dalam bentuk hubungan 

antar variabel. Dalam penelitian ini variabel yang dimaksud berupa pengaruh pendapatan 

asli daerah, dana perimbangan dan belanja modal terhadap kinerja keuangan Pemerintah 

Daerah Kota Bandung tahun anggaran 2015-2021.  

3.2 Objek, Unit Analisis Dan Lokasi Penel itian 

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah variabel independen dan 

variabel dependen. Variabel independen yaitu pendapatan asli daerah, dana perimbangan 

dan belanja modal, serta variabel dependen yaitu kinerja keuangan pemerintah daerah. 

Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Geographic Region, 

maksud dari Geographic Region adalah wilayah/daerah/negara, sehingga data mengenai 

atau berasal dari (Respon) suatu wilayah/daerah/negara tertentu. Lokasi penelitian yang 

akan dilakukan di wilayah Pemerintah Daerah Kota Bandung.  

3.3  Jenis Dan Sumber Data Penelitian 

Jenis data yang akan diteliti adalah data kuantitatif yaitu data sekunder yang 

diperoleh melalui media elektronik dari website resmi Direktorat Jenderal Perimbangan 

Keuangan (www.djpk.kemenkeu.go.id) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi 

(PPID) Kota Bandung (www.ppid.bandung.go.id) berupa Laporan Realisasi Anggaran 

Kota Bandung tahun anggaran 2015-2021. Data kuantitatif merupakan jenis data 

penelitian yang berupa angka-angka yang akan diukur menggunakan statistik sebagai alat 

uji perhitungan dikaitkan dengan masalah yang akan diteliti untuk menghasilkan 

kesimpulan. Sedangkan, data sekunder adalah data yang tersedia sebelumnya yang 

kemudian dikumpulkan dari sumber yang tidak langsung misalnya sumber tertulis milik 

pemerintah atau perpustakaan.  

3.4 Operasional Variabel 

Untuk memudahkan proses dalam menganalisis, maka terlebih dahulu penulis 

mengklasifikasikan variabel-variabel penelitian ke dalam dua kelompok, yaitu: 

http://www.djpk.kemenkeu.go.id/
http://www.ppid.bandung.go.id/
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1. Variabel Independen (Variabel Bebas) 

Variabel ini merupakan variabel yang mempengaruhi variabel lain (variabel 

dependen), setiap terjadi perubahan terhadap variabel independen maka variabel 

dependen akan berubah atas perubahan tersebut. Dalam penelitian ini variabel 

independen yaitu pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja modal. 

2. Variabel Dependen (Variabel Terikat) 

Variabel ini merupakan variabel yang keadaannya dipengaruhi oleh variabel 

independen atau variabel yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. 

Dalam penelitian ini variabel dependen adalah kinerja keuangan pemerintah 

daerah.  

Tabel 3.1 Operasional Variabel Penelitian 

Variabel Indikator Ukuran Skala 

Pendapatan 

Asli Daerah 

(PAD)  

Rasio 

Kemampuan 

Keuangan 

Daerah 

𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐴𝑠𝑙𝑖 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ
 × 100% 

Rasio 

Dana 

Perimbangan  

Rasio 

Ketergantungan 

Keuangan 

Daerah 

𝐷𝑎𝑛𝑎 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑚𝑏𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ
 × 100% 

Rasio 

Belanja 

Modal 

Rasio Efektifitas 

Belanja Modal 

𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 
 × 100% 

Rasio 

Kinerja 

Keuangan 

Pemerintah 

Daerah 

Rasio 

Kemandirian 

Keuangan 

Daerah 

𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐴𝑠𝑙𝑖 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ

𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟
 × 100% 

Rasio 

Sumber: Mahmudi (2016) 

3.5 Metode Penarikan Sampel 

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh sebuah 

populasi (Sugiyono, 2019). Pada penelitian ini sampel yang digunakan yaitu Laporan 

Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kota Bandung tahun anggaran 2015-2021 yang 

diperoleh dari situs resmi DJPK dan PPID Kota Bandung. Adapun teknik yang digunakan 

dalam penerikan sampling yaitu Non Probability Sampling yang memberikan peluang atau 

kesempatan tidak sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dapat dipilih 

menjadi sampel. Pendekatan yang digunakan berupa metode purposive sampling yaitu 

teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu sesuai dengan objek penelitian. 
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Ciri utama sampling ini adalah sampel yang dipilih secara khusus berdasarkan tujuan 

penelitian.  

Kriteria khusus dalam menentukan sampel tersebut yaitu sebagai berikut: 

1. Kemudahan dalam memperoleh data yang berhubungan dengan penelitian 

2. Laporan keuangan yang berupa laporan realisasi anggaran tujuh tahun terakhir 

yang memberikan gambaran mengenai perkembangan dari pendapatan asli daerah, 

dana perimbangan, belanja modal dan kinerja keuangan pemerintah daerah 

3. Periode 2015-2021 lebih relevan dengan keadaan pada saat penelitian ini, sehingga 

hasilnya akan lebih akurat 

4. Kota Bandung telah melaporkan data realisasi APBD di situs resmi Direktorat 

Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan dan PPID Kota 

Bandung tahun 2015-2021 

3.6 Metode Pengumpulan Data 

Berdasarkan metode sampling diatas, maka data yang terpilih di kumpulkan 

melalui metode pengumpulan data sekunder yang dilakukan dengan cara mengunduh data 

Laporan Realisasi Anggaran tahun 2015-2021 dari website Direktorat Jenderal 

Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan (www.djpk.kemenkeu.go.id) dan 

PPID Kota Bandung (www.ppid.bandung.go.id). Serta untuk melengkapi, memenuhi dan 

menyusun makalah seminar melalui prosedur pengumpulan data atau informasi yang 

diperoleh dengan studi kepustakaan yaitu penelitian dilakukan guna memperoleh data 

yang bersifat teori sebagai pembandingan dengan data penelitian yang diperoleh. Data 

diperoleh dari buku-buku ilmiah dan literatur yang berhubungan dengan penelitian serta 

menggunakan media internet berupa situs website lain sebagai tambahan informasi dan 

melengkapi data-data yang diperlukan.  

3.7 Metode Pengolahan/Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis kuantitatif 

berupa pengujian hipotesis menggunakan uji statistik SPSS 26. Metode yang digunakan 

adalah analisis data dengan langkah-langkah yaitu Analisis Statistik Deskriptif, Uji Asumsi 

Klasik, Analisis Regresi Linier Berganda dan Uji Hipotesis. 

3.7.1 Analisis Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif  merupakan metode yang digunakan untuk menganalisa dengan 

cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah dikumpulkan mengenai 

besarnya pendapatan asli daerah, dana perimbangan, belanja modal dan kinerja keuangan 

Pemerintah Daerah Kota Bandung. Menurut Ghozali (2018) analisis statistik deskriptif 

bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai suatu data yang dilihat dari rata-rata, 

standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness. 

http://www.djpk.kemenkeu.go.id/
http://www.ppid.bandung.go.id/
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3.7.2 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik merupakan persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada 

analisis regresi linier berganda. Uji asumsi klasik pada umumnya mencangkup Uji 

Normalitas, Uji Multikolinieritas, Uji Heteroskedastisitas dan Uji Autokorelasi. 

1. Uji Normalitas 

Menurut Ghozali (2018) uji normalitas bertujuan untuk menguji antar variabel 

memiliki distribusi normal atau tidak. Jika tidak normal maka prediksi yang telah 

dilakukan dengan metode tersebut akan tidak baik atau dapat menghasilkan predikat 

yang menyimpang. Model yang baik yaitu berdistribusi normal atau mendekati 

normal. Terdapat dua cara untuk mendeteksi apakah berdistribusi normal atau tidak 

yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. Pada penelitian ini normalitas 

menggunakan uji plot dan uji Kolmogorov-Smirnov dengan nilai signifikan 5%. Jika 

nilai signifikan dari nilai Kolmogorov-Smirnov > 5%, maka data yang digunakan 

berdistribusi normal. 

2. Uji Multikolinieritas 

Menurut Ghozali (2018) uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah 

dalam model ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Uji multikolinieritas 

dapat dilihat dari: 

a. Nilai Tolerance 

b. Variance Inflation Factor (VIF) 

Nilai cut off yang umum digunakan untuk menunjukkan adanya multikolinieritas 

adalah: 

• Jika nilai VIF > 10 atau tolerance < 0.10 maka terjadi multikolinieritas 

• Jika nilai VIF < 10 atau tolerance > 0.10 maka tidak terjadi multikolinieritas 

 

3. Uji Heteroskedastisitas 

Menurut Ghozali (2018) bahwa uji heteroskedastisitas memiliki tujuan untuk 

menguji apakah model terjadi ketidaksamaan varian dan residual antar variabel bebas. 

Model yang baik adalah homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. 

Pengujian heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan uji glejser dan scatterplots, 

dengan dasar analisis: 

• Jika membentuk pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk pola 

tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka 

terjadi heteroskedastisitas 
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• Jika tidak ada pola yang jelas, seperti titik-titik menyebar di atas dan di bawah 

angka 0 dan sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

 

4. Uji Autokorelasi 

Menurut Ghozali (2018) uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model 

regresi linier ada korelasi antar kesalahan pengganggu pada periode t dengan 

kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Autokorelasi muncul kerena 

observasi yang beruntun sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini 

muncul karena kesalahan pengganggu tidak bebas dari satu observasi ke observasi 

lainnya. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas autokorelasi. Pengujian 

autokorelasi dilakukan menggunakan Run Test dengan pengambilan keputusan jika 

hasil nilai Asymp. Sig (2-Tailed) > 0,05 maka tidak ditemukan gejala autokorelasi.  

3.7.3 Analisis Regresi Linier Berganda 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model regresi linier 

berganda. Umumnya model regresi linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh 

dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen dengan skala pengukuran 

rasio dalam suatu persamaan linier. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

regresi linier berganda yaitu dengan melihat pendapatan asli daerah, dana perimbangan 

dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Adapun model yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

𝑌 =  𝛼 +  𝛽1. 𝑋1 +  𝛽2. 𝑋2 +  𝛽3. 𝑋3 + 𝜀 

Keterangan: 

Y  : Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 

𝛼  : Konstanta 

X1  : Pendapatan Asli Daerah 

X2  : Dana Perimbangan  

X3  : Belanja Modal 

𝛽1, 𝛽2, 𝛽3 : Koefisien Regresi Variabel Independen 

𝜀  : Eror 

3.7.4 Uji Hipotesis 

1) Uji Signifikansi Parameter Individual  (Uji Statistik t) 

Menurut Ghozali (2018) uji-t digunakan untuk mengetahui apakah variabel 

independen secara parsial berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel 
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dependen. Uji ini dilakukan dengan membandingkan 𝐭𝐭𝐚𝐛𝐞𝐥 dengan 𝐭𝐡𝐢𝐭𝐮𝐧𝐠. Pengujian 

menggunakan signifikan level 0,05 (𝜶 = 𝟓%) dengan dasar pengambilan keputusan 

yang digunakan dalam uji-t sebagai berikut: 

• Jika nilai 𝐭𝐡𝐢𝐭𝐮𝐧𝐠  > 𝐭𝐭𝐚𝐛𝐞𝐥 dan nilai signifikan < 0,05 = H0 ditolak atau H1 

diterima. Hal ini menyatakan bahwa variabel independen mempunyai 

pengaruh yang signifikan secara individual terhadap variabel dependen. 

• Jika nilai 𝐭𝐡𝐢𝐭𝐮𝐧𝐠 < 𝐭𝐭𝐚𝐛𝐞𝐥 dan nilai signifikan > 0,05 = H0 diterima dan H1 

ditolak. Ini menyatakan bahwa variabel independen tidak mempunyai 

pengaruh yang signifikan secara individu terhadap variabel dependen. 

2) Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) 

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-

sama atau simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. Menurut Ghozali (2018) 

uji statistik F mempunyai signifikan 0,05 dengan dasar pengambilan keputusan 

sebagai berikut: 

• Jika nilai 𝐅𝐡𝐢𝐭𝐮𝐧𝐠  > 𝐅𝐭𝐚𝐛𝐞𝐥 dan nilai signifikan < 0,05. Maka hipotesis diterima 

dan dinyatakan bahwa secara simultan variabel independen berpengaruh 

terhadap variabel dependen. 

• Jika nilai 𝐅𝐡𝐢𝐭𝐮𝐧𝐠 < 𝐅𝐭𝐚𝐛𝐞𝐥dan nilai signifikan > 0,05. Maka hipotesis ditolak 

dan dinyatakan bahwa secara simultan variabel independen tidak berpengaruh 

terhadap variabel dependen. 

 

3) Koefisien Determinasi (R²) 

Koefisien determinasi dilakukan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan 

model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi 

berada antara 0-1, nilai koefisien yang mendekati 0 memiliki arti semakin kecil 

kemampuan variabel bebas dalam menerangkan variabel-variabel terikat sangat 

terbatas. Sebaliknya jika nilai koefisien determinasi mendekati 1 menandakan bahwa 

semakin tinggi kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikatnya 

(Ghozali, 2018).  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian  

Penelitian ini dilakukan terhadap Pemerintah Daerah Kota Bandung periode 2015-

2021 yang telah menjadi sampel terpilih dengan menggunakan metode purpose sampling 

dengan beberapa kriteria yang telah ditentukan sebagaimana dijelaskan pada BAB III. 

4.1.1 Sejarah Dan Perkembangan Kota Bandung 

Kota Bandung tidak berdiri bersamaan dengan pembentukan Kabupaten Bandung. 

Kota ini dibangun dengan tenggang waktu yang sangat jauh setelah Kabupaten Bandung 

berdiri. Kabupaten Bandung dibentuk pada sekitar pertengahan abad ke-17 Masehi, 

dengan bupati pertama Tumenggung Wirangunangun. Ia memerintah Kabupaten Bandung 

beribukota di Krapyak (sekarang Dayeuhkolot), kira-kira 11 kilometer ke arah Selatan dari 

pusat Kota Bandung sekarang. Ketika Kabupaten Bandung dipimpin oleh Bupati ke-6, 

yakni R.A. Wiranatakusumah II (1794-1829) yang dijuluki “Dalem Kaun”, kekuasaan di 

Nusantara beralih dari kompeni kepada Pemerintah Hindia Belanda dengan Gubernur 

Jenderal pertama Heman Willem Daendels (1808-1811). Untuk kelancaran menjalankan 

tugasnya di Pulau Jawa, Daendels membangun Jalan Raya Pos (Groote Poshweg) dari 

Anyer di ujung Jawa Barat ke Panarukan di ujung Jawa Timur (± 1000 kilometer). 

Pembangunan jalan raya itu dilakukan oleh rakyat pribumi di bawah pimpinan bupati 

daerah masing-masing.  

Di daerah Bandung khususnya dan daerah Priangan umumnya, Jalan Raya Pos 

mulai di bangun pertengahan 1808, dengan memperbaiki dan memperlebar jalan yang 

telah ada. Di daerah Bandung sekarang, jalan raya itu adalah Jalan Jenderal Sudirman – 

Jalan Asia Afrika – Jalan A. Yani, berlanjut ke Sumedang dan seterusnya. Untuk 

kelancaran pembangunan jalan raya dan kemudahan pejabat pemerintah kolonial untuk 

mendatangi kantor bupati, Daendels melalui surat tanggal 25 Mei 1810 meminta Bupati 

Bandung dan Bupati Parakanmuncang untuk memindahkan Ibukota Kabupaten masing-

masing ke daerah Cikapundung dan Andawadak (Tanjungsari) mendekati Jalan Raya Pos. 

Rupanya Daendels tidak mengetahui, bahwa jauh sebelum surat itu keluar, Bupati 

Bandung sudah merencanakan untuk memindahkan Ibukota Kabupaten Bandung, bahkan 

telah menemukan tempat yang cukup baik dan strategis bagi pusat pemerintahan. Tempat 

yang dipilih adalah lahan kosong berupa hutan, terletak di tepi Barat Sungai Cikapundung 

tepi Selatan Jalan Raya Pos yang sedang dibangun (pusat Kota Bandung sekarang). Alasan 

pemindahan ibukota antara lain, Krapyak tidak strategis sebagai pusat pemerintahan, 

karena terletak di sisi Selatan daerah Bandung dan sering dilanda banjir saat musim hujan.  

Sekitar tahun 1808 atau awal tahun 1809, Bupati beserta sejumlah rakyatnya 

pindah dari Krapyak mendekati lahan bakal ibukota baru. Mula-mula Bupati tinggal di 

Cikalintu (daerah Cipaganti), kemudian pindah ke Balubur Hilir, selanjutnya pindah lagi 



 

36 

 

 

ke Kampung Bogor (Kebun Kawung, pada lahan Gedung Pakuan Sekarang). Bupati 

memimpin sejumlah rakyatnya, termasuk penduduk Kampung Balubur Hilir, membuka 

lahan hutan pada lahan bakal ibukota (daerah Cikapundung Hilir). Tidak diketahui secara 

pasti berapa lama Kota Bandung di bangun. Akan tetapi, kota itu dibangun bukan atas 

prakarsa Daendels, melainkan atas prakarsa Bupati Bandung, bahkan pembangunan kota 

dipimpin langsung oleh Bupati.  Dengan kata lain Bupati R.A Wiranatakusumah II adalah 

pendiri (The Founding Father) Kota Bandung. Kota Bandung di resmikan sebagai ibukota 

baru Kabupaten Bandung dengan besluit (surat kelulusan) tanggal 25 September 1810. Hal 

ini berarti, selama belum ditemukan sumber lain yang menunjukkan fakta lebih akurat 

mengenai berdirinya Kota Bandung, maka tanggal 25 September 1810 dapat 

dipertanggungjawabkan validitasnya sebagai “Hari Jadi Kota Bandung”. 

4.1.2 Geografis Kota Bandung 

Kota Bandung terletak di wilayah Jawa Barat dan merupakan Ibukota Provinsi 

Daerah Tingkat I Jawa Barat. Lokasi Kotamadya Bandung cukup strategis. Dilihat dari 

segi komunikasi, perekonomian maupun keamanan. Secara geografis Kota Bandung 

terletak diantara 107°36’ Bujur Timur dan 6°55’ Lintang Selatan.  

Kota Bandung terletak pada ketinggian 768 meter diatas permukaan laut, titik 

tertinggi di daerah Utara dengan ketinggian 1.050 meter dan terendah di sebelah Selatan 

adalah 675 meter diatas permukaan laut. Selain itu, iklim Kota Bandung dipengaruhi oleh 

iklim pegunungan yang lembab dan sejuk. Selama tahun 2020, suhu rata-rata Kota 

Bandung adalah 25,86°C. Suhu tertinggi 33,00°C dan suhu terendah 15,90°C. Kota 

Bandung tertelatak di bagian tengah “Cekungan Bandung” yang mempunyai dimensi luas 

233.000 Ha. Secara administratif, cekungan ini tertelatak di lima daerah administrasi 

Kabupaten/Kota, yaitu Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, 

Kota Cimahi dan 5 Kecamatan yang termasuk Kabupaten Sumedang.  

Kota Bandung memiliki luas mencapai 16.729,65 Ha, perhitungan ini berdasarkan 

pada Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 10 Tahun 1989 

tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung sebagai tindak 

lanjut dari Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah 

Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung. 

Secara administratif, Kota Bandung berbatasan dengan beberapa daerah Kabupaten/Kota 

lainnya, yaitu: 

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung 

Barat; 

2. Sebelah Barat berbatasan dengan Kota Cimahi; 

3. Sebalah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bandung; dan  

4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bandung. 
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4.1.3 Struktur Organisasi, Tugas Dan Wewenang 

A. Struktur Organisasi 

 

Sumber: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (2023) 

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintah Daerah Kota Bandung 

B. Visi dan Misi Kota Bandung   

Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin di 

capai dalam periode perencanaan pembangunan daerah. Visi juga harus menjawab 

permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus dilaksanakan dalam 

periode pembangunan daerah. Adapun visi Kota Bandung tahun 2018-2023 yaitu: 

“Terwujudnya Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, Sejahtera dan Agamis” 

Pejabaran visi tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Bandung, meliputi seluruh wilayah dan isinya yang artinya Kota Bandung dan 

seluruh warga yang berada di dalam satu kawasan dalam batas-batas tertentu yang 

berkembang sejak tahun 1810 hingga sekarang. 

b. Unggul, dengan berbagai pencapaian prestasi yang telah diraih pada periode 

sebelumnya, maka Kota Bandung akan terus berusaha untuk menjadi yang terbaik 

di setiap sektor serta tetap menjadi contoh untuk daerah lain dalam bentuk 

terobosan bagi pembangunan daerah. Dukungan SDM Kota Bandung yang 

berkualitas baik secara fisik dan mental akan berdampak positif tidak hanya 
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terhadap peningkatan daya saing dan kemandirian daerah, namun juga dalam 

mendukung pembangunan Kota Bandung.  

c. Nyaman, dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, maka kualitas 

infrastruktur yang sudah baik harus terus ditingkatkan dengan tetap 

memperhatikan dampak terhadap kualitas lingkungan. Pemenuhan kebutuhan 

dasar manusia seperti tanah, air dan udara harus terpenuhi dengan baik sehingga 

nyaman untuk ditinggali dengan ruang-ruang kota dan infrastruktur pendukungnya 

yang responsif terhadap berbagai aktivitas dan perilaku penghuninya. Kebutuhan 

ruang dalam konteks pelaksanaan pembangunan harus tetap berpihak terhadap 

lingkungan.  

d. Sejahtera, kesejahteraan lahir dan batin yang ingin diwujudkan merupakan 

kesejahteraan yang berbasis individu, keluarga dan lingkungan sebagai dasar 

pengokohan sosial. Masyarakat sejahtera tidak hanya dalam konteks lahiriah dan 

materi saja, melainkan juga sejahtera jiwa dan batiniah. Kesejahteraan dalam arti 

yang sejati adalah keseimbangan hidup yang merupakan buah dari kemampuan 

seseoarang untuk memenuhi tuntutan dasar seluruh dimensi dirinya meliputi 

ruhani, akal dan jasad. Kesatuan elemen ini diharapkan mampu saling berinteraksi 

dalam melahirkan masa depan yang cerah, adil dan makmur. Keterpaduan antara 

sejahtera lahiriah dan batiniah adalah manifestasi dari sejahtera yang paripurna. 

Kesejahteraan seperti inilah yang akan membentuk kepercayaan diri yang tinggi 

pada masyarakat Kota Bandung untuk mencapai kualitas kehidupan yang semakin 

baik hingga menjadi teladan bagi kota lainnya. 

e. Agamis, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, manifestasi dari 

kesempurnaan kehidupan beragama sebagai wujud menjadi rahmat bagi alam 

semesta. Terwujudunya masyarakat yang agamis adalah kondisi yang harus hadir 

sepanjang tahun 2018-2023. Dalam masyarakat yang agamis semua warga 

masyarakat mengamalkan ajaran agama masing-masing ke dalam bentuk cara 

berfikir, bersikap dan berbuat. Ajaran agama tidak hanya dijadikan kegiatan ritual 

namun juga implementasikan ke dalam pencapaian pelaksanaan pembangunan dan 

pengembangan sosial kemasyarakatan. 

Sedangkan, misi merupakan rumusan mengenai upaya-upaya yang akan 

dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan 

strategis internal dan eksternal. Rumusan misi Kota Bandung yang ditetapkan yaitu: 

1. Membangun masyarakat yang humanis, agamis, berkualitas dan berdaya saing. 

Pembangunan Kota Bandung dengan berlandaskan nilai-nilai agama dan budaya, 

berkomitmen memberikan kemudahan serta menjamin terselenggaranya 

pelayanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang bermutu, adil dan merata. 

2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien bersih dan melayani. 

Pemerintah Kota Bandung membangun sumber daya aparatur yang berintegritas 

dan kompeten, melalui smart goverment yang terintegritasi untuk mewujudkan 

pelayanan publik yang efektif, efisien dan prima.  
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3. Membangun perekonomian yang mandiri, kokoh dan berkeadilan. Kota Bandung 

sebagai kota jasa mendorong kesejahteraan masyarakat yang merata dan 

berkeadilan melalui pertumbuhan ekonomi yang berbasis padat tenaga kerja 

UMKM lokal. 

4. Mewujudkan Bandung yang nyaman melalui perencanaan tata ruang, 

pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang 

berkualitas dan berwawasan lingkungan. Pemerintah Kota Bandung mendorong 

pembangunan infrastruktur dan penataan ruang secara sinergis dengan 

mengutamakan pemenuhan kebutuhan dasar sesuai daya dukung lingkungan, 

melalui sistem yang inklusif, terintegrasi dan berkelanjutan. 

5. Mengembangkan pembiayaan kota yang partisipatif, kolaboratif dan terintegrasi. 

Pemerintah Kota Bandung berkomitmen menyelenggarakan pembangunan kota 

secara partisipatif, kolaboratif dan terintegrasi dengan melibatkan masyarakat dan 

swasta. 

 

C. Uraian Tugas 

1. Wali Kota, mempunyai tugas diantaranya sebagai berikut: 

a. Memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan 

kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD 

b. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat 

c. Menyusun dan mengajukan rancangan pemerintah daerah tentang 

RPJPD dan RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, 

serta menyusun dan menetapkan RKPD 

d. Mewakili daerahnya didalam dan diluar pengadilan dan dapat 

menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan 

e. Mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah 

f. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan 

2. Wakil Wali Kota, mempunyai tugas diantaranya sebagai berikut: 

a. Membantu wali kota dalam: 

▪ Memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah 

▪ Mengoordinasikan kegiatan perangkat daerah dan menindaklanjuti 

laporan dan/atau temuan hasil pengawasan 

▪ Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah 

yang dilaksanakan oleh perangkat daerah 

b. Memberikan saran dan pertimbangan kepada wali kota dalam 

pelaksanaan pemerintah daerah 

c. Melaksanakan tugas dan wewenang wali kota apabila wali kota 

menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara 
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d. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan 

e. Melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang 

diberikan wali kota yang ditetapkan sebagai keputusan kepala daerah 

3. Sekretaris Daerah, mempunyai tugas membantu wali kota dalam 

menyususn kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap 

pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif. Dalam 

pelaksanaan tugas tersebut sekretaris daerah menyelenggarakan fungsi 

sebagai berikut: 

a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah  

b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah 

(SKPD) 

c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah 

d. Pelayanan administrasi dan pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN) 

pada instansi daerah 

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan 

tugas dan fungsinya 

4. Sekretariat DPRD, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan 

administrasi kesekretariatan, adminitrasi keuangan, mendukung 

pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta 

mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan 

kemampuan keuangan daerah. Dalam pelaksanaan tugas tersebut 

sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: 

a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD 

b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD 

c. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD 

d. Penyedia dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD 

5. Inspektorat Daerah, mempunyai tugas membantu wali kota membina dan 

mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

daerah dan tugas pembantu oleh perangkat daerah. Dalam pelaksanaan 

tugas tersebut inspektorat daerah menyelenggarakan fungsi sebagai 

berikut:  

a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi 

pengawasan 

b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan 

melalui audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan 

lainnya 

c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan wali 

kota dan/atau tanpa menunggu penugasan dari wali kota 

d. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi 

e. Pelaksanaan pengawasan program reformasi birokrasi 

f. Penyusunan laporan hasil pengawasan 
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g. Pelaksanaan administrasi inspektorat daerah 

h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait 

pelaksanaan tugas dan fungsinya 

6. Dinas Daerah, mempunyai tugas membantu wali kota melaksanakan 

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas 

pembantu yang ditugaskan kepada wali kota. Dalam pelaksanaan tugas 

tersebut dinas daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: 

a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya 

b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya 

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya 

d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya 

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan 

tugas dan fungsinya 

7. Badan Daerah, mempunyai tugas membantu wali kota melaksanakan 

fungsi penunjang urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah. 

Dalam melaksanakan tugas tersebut badan daerah menyelenggarakan 

fungsi sebagai berikut: 

a. Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya 

b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya 

c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan 

teknis sesuai dengan lingkup tugasnya 

d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan 

pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya 

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota sesuai dengan 

tugas dan fungsinya 

8. Kecamatan, mempunyai tugas sebagai berikut: 

a. Menyelenggarakan urusan pemerintah umum 

b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat 

c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban 

umum 

d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan 

paraturan wali kota 

e. Mengoordinasikan pemerliharaan prasarana dan sarana pelayanan 

umum 

f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang 

dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan 

g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan 

h. Melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan yang 

tidak dilaksanakan oleh unit kerja 

i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan 

perundang-undangan 
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4.2  Perkembangan Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, 

Belanja Modal Dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota 

Bandung 

4.2.1 Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Bandung 

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah dipungut 

berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Sumber 

PAD berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah (UU No. 33 Tahun 2004). Sebagai sumber utama 

pembiayaan dan pengeluaran daerah, PAD harus diupayakan agar terus mengalami 

peningkatan untuk memberikan pelayanan kepada publik yang maksimal. Berikut realisasi 

Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Bandung tahun anggaran 2015-2021.  

Tabel 4.1 Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Bandung Tahun 

Anggaran 2015-2021 

(dalam Miliar) 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Pajak Daerah 1.494,15 1.709,81 2.175,08 2.160,15 2.154,63 1.629,19 1.695,12 

Retribusi 

Daerah 
64,98 92,00 50,06 69,134 62,47 52,33 30,09 

Hasil 

Pengelolaan 

Kekayaan 

yang 

Dipisahkan 

8,60 10,67 11,29 10,77 10,48 13,13 15,78 

Lain-Lain 

PAD yang Sah  
291,96 340,28 342,03 331,54 320,676 369,13 454,98 

Jumlah PAD 1.859,69 2.152,76 2.578,46 2.571,59 2.548,26 2.063,78 2.195,97 

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dan PPID Kota Bandung (data diolah, 2023) 

Dari tabel diatas diketahui bahwa pendapatan asli daerah Kota Bandung tahun 

2015-2021 mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Perolehan PAD paling tinggi bersumber 

dari pajak daerah, sedangkan perolehan PAD paling rendah bersumber dari hasil 

pengelolaan kekayaan yang dipisahkan. Untuk mengetahui perkembangan PAD, maka 

dapat dihitung menggunakan rasio kemampuan keuangan daerah dengan rumus: 

Rasio Kemampuan Keuangan Daerah =
Pendapatan Asli Daerah

Total Pendapatan Daerah
 × 100% 

Berdasarkan pada perhitungan tersebut maka diperoleh hasil rasio kemampuan 

keuangan daerah Pemerintah Kota Bandung sebagai berikut: 
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Tabel 4.2 Rasio Kemampuan Keuangan Pendapatan Asli Daerah Kota 

Bandung Tahun Anggaran 2015-2021 

(dalam Miliar) 

Tahun Pendapatan Asli 

Daerah 

Pendapatan Daerah Rasio Kemampuan 

Keuangan Daerah (%) 

2015 1.859,69 5.098,07 36,48 

2016 2.152,76 5.685,21 37,87 

2017 2.578,46 5.735,00 44,96 

2018 2.571,59 5.940,00 43,29 

2019 2.548,26 6.381,82 39,93 

2020 2.063,78 5.643,96 36,57 

2021 2.195,97 5.838,24 37,61 

 Rata-rata  39,53 
Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dan PPID Kota Bandung (data diolah, 2023) 

 

 
Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dan PPID Kota Bandung  

(data diolah, 2023) 

 

Gambar 4.2 Grafik Rasio Kemampuan Keuangan Pendapatan Asli Daerah 

Kota Bandung Tahun Anggaran 2015-2021 

Berdasarkan tabel dan gambar diatas menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah 

Kota Bandung tahun 2015-2021 yang dihitung menggunakan rasio kemampuan keuangan 

daerah mengalami perubahan setiap tahunnya. Kemampuan keuangan daerah tertinggi 

terjadi pada tahun 2017 sebesar 44,96% dan terendah pada tahun 2015 sebesar 36,48%. 

Jika dilihat pertahun pertumbuhan kemampuan keuangan daerah tahun 2015 hingga 2017 

mengalami peningkatan, sedangkan tiga tahun berikutnya pada 2018 – 2020 mengalami 

penurunan dan mengalami kenaikan kembali di tahun 2021 menjadi 37,61%. Hal tersebut 

mengindikasikan bahwa penerimaan pendapatan asli daerah tidak stabil dan perlu adanya 

upaya untuk mengoptimalisasikan potensi PAD guna meningkatkan pembangunan di 

daerah. 
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4.2.2 Dana Perimbangan Pemerintah Daerah Kota Bandung  

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dana perimbangan merupakan dana 

yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah untuk mendanai kebutuhan dalam rangka 

pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan terdiri dari tiga bagian yaitu Dana Bagi 

Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Tujuan dari 

dana perimbangan adalah mengurangi ketimpangan dan kesenjangan serta meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Adapun besaran alokasi dana perimbangan pada Pemerintah 

Daerah Kota Bandung tahun 2015-2021 sebagai berikut: 

Tabel 4.3 Dana Perimbangan Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 

Anggaran 2015-2021 

(dalam Miliar) 

Tahun  DBH DAU DAK Dana Perimbangan  

2015 173,38 1.574,74 17,71 1.765,83 

2016 315,65 1.672,46 455,65 2.443,76 

2017 302,06 1.643,08 345,61 2.290,75 

2018 321,72 1.643,08 462,44 2.427,24 

2019 248,78 1.798,10 437,20 2.484,08 

2020 349,16 1.589,63 457,50 2.396,29 

2021 427,00 1.566,04 415,03 2.408,07 
Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dan PPID Kota Bandung (data diolah, 2023) 

 

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi dana perimbangan Kota Bandung 

tahun 2015-2021 mengalami perubahan setiap tahunnya. Dana perimbangan paling besar 

bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang digunakan untuk pemerataan 

kemampuan keuangan antar daerah dalam mendanai kebutuhan daerahnya. Besarnya dana 

perimbangan menunjukkan tingkat ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat, hal 

ini dapat dilihat dari perhitungan rasio ketergantungan keuangan daerah dengan rumus: 

 

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah =
Dana Perimbangan 

Total Pendapatan Daerah
 × 100% 

 

Berdasarkan pada perhitungan ketergantungan keuangan maka diperoleh hasil 

sebagai berikut: 

 

Tabel 4.4 Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Bandung 

Tahun Anggaran 2015-2021 

(dalam Miliar) 

Tahun Dana Perimbangan  Pendapatan Daerah 
Ketergantungan 

Keuangan Daerah (%) 

2015 1.765,83 5.098,07 34,64 
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Tahun Dana Perimbangan  Pendapatan Daerah 
Ketergantungan 

Keuangan Daerah (%) 

2016 2.443,76 5.685,21 42,98 

2017 2.290,75 5.735,00 39,94 

2018 2.427,24 5.940,00 40,86 

2019 2.484,08 6.381,82 38,92 

2020 2.396,29 5.643,96 42,46 

2021 2.408,07 5.838,24 41,25 

 Rata-rata  40,15 

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dan  PPID Kota Bandung (data diolah, 2023) 

 

Dalam tabel 4.4 menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan keuangan daerah 

Kota Bandung terhadap Pemerintah Pusat cukup tinggi. Dimana pada tahun 2015 rasio 

ketergantungan sebesar 34,64% meningkat di tahun 2016 menjadi 42,98%, kemudian 

menurun hingga 39,94% di tahun 2017. Pada tahun 2018 rasio ketergantungan kembali 

meningkat sebesar 40,86% dan menurun di tahun 2019 menjadi 38,92%, kemudian terjadi 

peningkatan kembali di tahun 2020 menjadi 42,46% dan menurun di tahun 2021 menjadi 

41,25%. Untuk lebih jelasnya berikut ditampilkan grafik mengenai rasio ketergantungan 

keuangan daerah Kota Bandung tahun 2015-2021. 

 

 
Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dan  PPID Kota Bandung (data diolah, 2023) 

 

Gambar 4.3 Grafik Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Pemerintah Kota 

Bandung Tahun Anggaran 2015-2021 

4.2.3 Belanja Modal Pemerintah Daerah Kota Bandung 

Belanja modal merupakan pengeluaran yang digunakan dalam kegiatan 

pemerintahan berupa peralatan, pembangunan, infrastruktur dan aset tetap lainnya. Untuk 

mengetahui seberapa besar alokasi belanja modal Kota Bandung tahun 2015-2021 dapat 
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dihitung menggunakan rasio efektivitas belanja modal dengan membandingkan belanja 

modal terhadap belanja daerah. Adapun ukuran yang digunakan sebagai berikut:  

Rasio Efektivitas Belanja Modal =
Belanja Modal

Total Belanja Daerah
 × 100% 

Berdasarkan perhitungan tersebut diperoleh hasil rasio efektivitas belanja modal 

Pemerintah Daerah Kota Bandung sebagai berikut: 

Tabel 4.5 Rasio Efektivitas Belanja Modal Pemerintah Daerah Kota Bandung 

Tahun 2015-2021  

(Dalam Miliar) 

Tahun Belanja Modal Belanja Daerah 
Rasio Efektivitas 

Belanja Modal (%) 

2015 1.287,80 5.201,94 24,76 

2016 1.254,02 5.829,51 21,51 

2017 918,87 5.540,82 16,58 

2018 1.049,70 6.114,45 17,17 

2019 1.179,43 6.310,65 18,69 

2020 558,48 5.374,02 10,39 

2021 721,57 5.675,60 12,71 

 Rata-rata  17,40 
Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dan PPID Kota Bandung (data diolah,   

2023) 

 
Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dan  PPID Kota Bandung (data diolah,   

2023) 

 

Gambar 4.4 Grafik Rasio Efektivitas Belanja Modal Pemerintah Daerah Kota 

Bandung Tahun Anggaran 2015-2021 

Dilihat pada grafik diatas bahwa rasio efektivitas belanja modal Pemerintah 

Daerah Kota Bandung tahun 2015-2021 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2015 rasio 

efektivitas belanja modal sebesar 24,76% namun mengalami penurunan di dua tahun 
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berikutnya yang masing-masing sebesar 21,51% dan 16,58%, kemudian meningkat di 

tahun 2018 dan 2019  sebesar 17,17% dan 18,69%. Selanjutnya  di tahun 2020 mengalami 

penurunan yang cukup besar menjadi 10,39% lalu meningkat hingga 12,71% di tahun 

2021. Adanya penurunan yang besar di tahun 2020 disebabkan karena adanya pandemi 

Covid-19 yang berakibat pada terhambatnya pembangunan infrastruktur daerah.  

4.2.4 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung  

Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan suatu tingkat pencapaian dari 

hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi pendapatan dan belanja daerah 

dengan menggunakan sistem keuangan yang sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan selama satu periode tertentu. Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah 

sangat penting untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam melakukan 

pengelolaan keuangan. Dalam penelitian ini kinerja keuangan pemerintah daerah diukur 

menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah. Menghitung rasio kemandirian 

keuangan daerah dilakukan dengan cara membandingkan seluruh penerimaan PAD dibagi 

dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman 

daerah. 

Rasio Kemandirian =
 Pendapatan Asli Daerah

 Pendapatan Transfer 
 × 100% 

Berdasarkan perhitungan tersebut diperoleh hasil rasio kemandirian keuangan 

daerah yang menggambarkan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung 

sebagai berikut: 

Tabel 4.6 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung 

Tahun Anggaran 2015-2021 

Tahun  
Pendapatan Asli 

Daerah 

Pendapatan 

Transfer 

Kinerja Keuangan 

(%) 

2015 1.859,69 3.144,49 59,14 

2016 2.152,76 3.186,71 67,55 

2017 2.578,46 3.135,98 82,22 

2018 2.571,59 3.324,85 77,34 

2019 2.548,26 3.626,14 70,27 

2020 2.063,78 3.352,26 61,56 

2021 2.195,97 3.417,76 64,25 

Rata-rata  68,91 
Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dan PPID Kota Bandung (data diolah, 2023) 

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota 

Bandung tahun 2015-2021 yang dihitung menggunakan rasio kemandirian keuangan 

daerah mengalami fluktuasi. Pada tahun 2015, 2016 dan 2017 kinerja keuangan daerah 

Kota Bandung mengalami peningkatan yang masing-masing sebesar 59,14%, 67,55% dan 

82,22% sedangkan tiga tahun berikutnya mengalami penurunan yaitu tahun 2018 sebesar 
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77,34%, tahun 2019 sebesar 70,27% dan tahun 2020 sebesar 61,56%, lalu mengalami 

peningkatan kembali di tahun 2021 menjadi 64,25%. Jika dihitung rata-rata tingkat kinerja 

keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung selama 7 tahun sebesar 68,91% dan termasuk 

kedalam pola hubungan partisipatif yang artinya peran pemerintah pusat semakin 

berkurang mengingat Pemerintah Daerah Kota Bandung tingkat kemandirianya mendekati 

mampu dalam melaksanakan otonomi daerah. Untuk lebih jelasnya berikut Grafik kinerja 

keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2015-2021: 

 

 
 Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dan PPID Kota Bandung (data  diolah, 2023)  

 

Gambar 4.5 Grafik Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung 

Tahun Anggaran 2015-2021 

4.3 Analisis Data 

Dilakukan analisis data yang terdiri dari Analisis Statistik Deskriptif, Uji Asumsi 

Klasik, Regresi Linier Berganda dan Uji Hipotesis. Pengujian statistik tersebut 

menggunakan software SPSS 26 dan di peroleh hasil sebagai berikut: 

4.3.1 Analisis Statistik Deskriptif 

Analisis ini dilakukan untuk melihat gambaran data secara umum seperti nilai 

terendah (Min), tertinggi (Max), rata-rata (Mean) dan standar deviasi dari masing-masing 

variabel yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal dan Kinerja 

Keuangan Pemerintah Daerah. Mengenai hasil uji statistik deskriptif penelitian ini dapat 

dilihat pada tabel berikut ini: 
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Tabel 4.7 Analisis Statistik Deskriptif 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

PAD 7 1859,69 2578,46 2281,5014 286,56395 

Dana Perimbangan 7 1765,83 2484,08 2316,5743 250,06449 

Belanja Modal 7 558,48 1287,80 995,6957 277,16896 

Kinerja Keuangan 

Pemerintah Daerah 

7 59,14 82,22 68,9043 8,39753 

Valid N (listwise) 7     

Sumber: hasil pengolahan SPSS 26 (2023) 

Dapat dilihat pada tabel 4.7 bahwa jumlah data penelitian ini sebanyak 7 sampel 

(N) yaitu periode tahun 2015-2021. Variabel independen yang digunakan yaitu 

Pendapatan Asli Daerah (X1), Dana Perimbangan (X2) dan Belanja Modal (X3), 

sedangkan variabel dependen yang digunakan yaitu Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 

(Y). Deskripsi data yang disajikan meliputi nilai minimum, maksimum, mean dan standar 

deviasi variabel penelitian adalah sebagai berikut: 

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Hasil analisis statistik deskriptif variabel pendapatan asli daerah Kota Bandung 

tahun anggaran 2015-2021 memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 2281,50 atau Rp 

2.281,50 miliar dan simpangan baku (standar deviation) sebesar 286,56. Nilai 

minimum adalah sebesar 1859,69 atau Rp 1.859,69 miliar yang diperoleh pada 

tahun 2015 dan nilai maksimum 2578,46 atau Rp 2.578,46 miliar yang diperoleh 

pada tahun 2017. 

b. Dana Perimbangan 

Hasil analisis statistik deskriptif variabel dana perimbangan Kota Bandung tahun 

anggaran 2015-2021 memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 2.316,57 atau Rp 

2.316,57 miliar dan simpangan baku (standar deviation) 250,06. Nilai minimum 

adalah sebesar 1765,83 atau Rp 1.765,83 miliar yang diperoleh pada tahun 2015 

dan nilai maksimum 2484,08 atau Rp 2.484,08 miliar yang diperoleh pada tahun 

2019. 

c. Belanja Modal 

Hasil analisis statistik deskriptif variabel belanja modal Kota Bandung tahun 

anggaran 2015-2021 memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 995,69 atau Rp 

995,69 miliar dan simpangan baku (standar deviation) sebesar 277,17. Nilai 

minimum adalah sebesar 558,48 atau Rp 558,48 miliar yang diperoleh tahun 2020 

dan nilai maksimum 1287,80 atau Rp 1.287,80 miliar yang diperoleh tahun 2015. 

d. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 

Hasil hasil statistik deskriptif variabel kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota 

Bandung tahun anggaran 2015-2021 memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 68,90 

dan simpangan baku (standar deviation) 8,40. Nilai minimum sebesar 59,14 yang 
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diperoleh pada tahun 2015 dan nilai maksimum sebesar 82,22 yang diperoleh pada 

tahun 2017.   

4.3.2 Uji Asumsi Klasik 

Sebelum melakukan analisis regresi linier berganda harus terlebih dahulu 

memenuhi persyarakatan statistik dengan uji asumsi klasik, diantaranya yaitu Uji 

Normalitas, Uji Multikolinieritas, Uji Heterosdastisitas dan Uji Autokorelasi. Berikut hasil 

uji asumsi klasik untuk model regresi linier berganda. 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi, variabel 

pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Dapat dilakukan 

dengan dua cara yang pertama melakukan uji plot yaitu model regresi dapat dikatakan 

normal jika data ploting (titik-titik) menyebar disekitar garis dan mengikuti garis 

diagonal. Kedua melakukan uji statistik non-parametik Kolmogorov-Smirnov (K-S) 

dengan level signifikan 0,05. Apabila nilai signifikan diatas 0,05 maka data 

berdistribusi normal (Ghozali, 2018) . Berikut hasil pengolahan uji normalitas: 

 
Sumber: Hasil Pengolahan SPSS 26 (2023) 

 

Gambar 4.6 Hasil Uji Normal Plot 

Dengan melihat tampilan gambar diatas dapat disimpulkan bahwa grafik normal 

plot menghasilkan ploting (titik-titik) menyebar disekitar garis dan mengikuti garis 

diagonal, maka model regresi dapat dinyatakan berdistribusi normal. Disisi lain, bahwa 

hasil uji normalitas dengan grafik dapat sedikit keliru, oleh karena itu untuk 

memastikan dilakukan uji kembali menggunakan One-Sample Kolmogorov-Smirnov. 
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Tabel 4.8 Hasil Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardized 

Residual 

N 7 

Normal 

Parametersa,b 

Mean ,0000000 

Std. Deviation ,63800077 

Most Extreme 

Differences 

Absolute ,162 

Positive ,102 

Negative -,162 

Test Statistic ,162 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,200c,d 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

d. This is a lower bound of the true significance. 

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS 26 (2023) 

 

Berdasarkan tabel 4.8 uji normalitas one sample kolmogorov-smirnov 

menghasilkan nilai signifikasi (Asymp. Sig. 2-tailed) sebesar 0,200 > 0,05 hal ini 

berarti data residual berdistribusi normal dan hasilnya konsisten dengan uji plot yang 

telah dilakukan sebelumnya. 

2. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan 

adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Multikolinieritas dapat dilihat dari 

Nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Nilai cut off yang umumnya 

digunakan untuk menunjukkan tidak adanya multikolinieritas adalah nilai tolerance ≥ 

0,10 atau sama dengan nilai VIF ≤ 10 (Ghozali, 2018). Berikut hasil pengolahan uji 

multikolinieritas: 

Tabel 4.9 Hasil Uji Multikolinieritas 

Coefficientsa 

Model 
Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)     

  Pendapatan Asli Daerah 0,994 1,006 

  Dana Perimbangan 0,602 1,661 

  Belanja Modal 0,604 1,655 

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 

      Sumber: Hasil Pengolahan SPSS 26 (2023) 

 Dalam tabel 4.9 dapat dilihat hasil perhitungan yang menunjukkan tidak ada 

variabel independen yang memiliki nilai tolerance kurang dari 0,10 begitupun dengan 

hasil perhitungan nilai Variance Inflation Factor (VIF) yang menunjukkan hasil yang 

sama, tidak adanya variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Maka 
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dapat disimpulkan bahwa tidak ada gejala multikolinieritas antar variabel independen 

dalam model regresi.   

3. Uji Heterosdastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi 

kesamaan variace dari residual satu ke pengamatan pengamatan yang lain. Model 

regresi yang baik tidak terjadi masalah heteroskedastisitas, pengujian dapat dilakukan 

dengan  uji scatterplot dimana model dikatakan bebas dari heteroskedastisitas apabila 

dalam grafik tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar dan uji glejser dengan 

nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 (Ghozali, 2018). Berikut hasil pengolahan uji 

heteroskedastisitas: 

 
Sumber: Hasil Pengolahan SPSS 26 (2023) 

Gambar 4.7 Hasil Uji Heteroskedastisitas Scatterplots 

Berdasarkan grafik scatterplot pada gambar 4.7 terlihat bahwa tidak ada pola yang 

jelas serta titik-titik menyebar secara acak baik diatas ataupun dibawah angka 0 dan 

sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model 

regresi. Namun analisis scatterplot memiliki kelemahan yg cukup signifikan karena 

jumlah pengamatan yang sedikit sulit menginterprestasikan hasil scatterplot. Oleh 

sebab itu kembali dilakukan uji statistik untuk lebih dapat menjamin hasil yang akurat. 

Tabel 4.10 Hasil Uji Glejser 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -,564 3,913  -,144 ,894 

Pendapatan Asli Daerah ,064 ,048 ,598 1,328 ,276 

Dana Perimbangan -,035 ,075 -,271 -,468 ,672 

Belanja Modal -,004 ,043 -,059 -,101 ,926 

a. Dependent Variable: Res2 

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS 26 (2023) 
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Berdasarkan output SPSS pada tabel diatas menunjukkan bahwa tidak ada satupun 

variabel independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen. 

Hal ini terlihat dari nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan 

model regresi tidak mengandung gejala heterosdastisitas. 

 

4. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ada korelasi 

antara kesalahan pengganggu pada beriode t dengan kesalahan penggagu pada periode 

t-1(sebelumnya). Model regresi yang baik merupakan regresi yang bebas dari 

autokorelasi dengan pengujian menggunakan uji Run Test untuk melihat apakah data 

residual terjadi secara random atau tidak (Ghozali, 2018). Dapat dikatakan terbebas dari 

autokorelasi apabila nilai Asymp Sig (2-tailed) lebih besar dari 0,05. Berikut hasil 

pengolahan uji autokorelasi: 

Tabel 4.11 Hasil Uji Run Test 

Runs Test 

 

Unstandardized 

Residual 

Test Valuea ,14646 

Cases < Test Value 3 

Cases >= Test Value 4 

Total Cases 7 

Number of Runs 6 

Z ,910 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,363 

a. Median 

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS 26 (2023) 

 

Berdasarkan tabel 4.11 output SPSS pada uji run test menunjukkan nilai Asymp. 

Sig. (2-tailed) 0,363 > 0,05 yang berarti bahwa model regresi terbebas dari gejala 

autokorelasi.  

4.3.3 Regresi Linier Berganda 

Regresi linier berganda bertujuan untuk menguji pengaruh dua atu lebih variabel 

independen terhadap variabel dependen. Untuk melakukan uji regresi linier berganda, 

terlebih dahulu harus memenuhi uji asumsi klasik seperti diatas. Dalam penelitian ini 

terdapat tiga variabel bebas yang akan dimasukkan ke dalam persamaan model regresi 

yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal, sehingga 

persamaan model regresi linier berganda yang terbentuk adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.12 Analisis Regresi Linier Berganda 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -54,970 8,880  -6,190 ,008 

Pendapatan Asli Daerah 2,423 ,109 ,974 22,135 ,000 

Dana Perimbangan ,617 ,170 ,206 3,639 ,036 

Belanja Modal ,189 ,097 ,110 1,953 ,146 

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 

     Sumber: Hasil Pengolahan SPSS 26 (2023) 

 

 

Keterangan: 

Y  : Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 

𝛼  : Konstanta 

X1  : Pendapatan Asli Daerah 

X2  : Dana Perimbangan 

X3  : Belanja Modal 

𝛽1, 𝛽2, 𝛽3 : Koefisien Regresi Variabel Independen 

𝜀  : Error 

Dalam tabel 4.12 pada kolom B Unstandardized Coefficient persamaan yang 

terbentuk yaitu Y = -54,970 + 2,423 (PAD) + 0,617 (Dana Perimbangan) + 0,187 (Belanja 

Modal). Interprestasi dari hasil persamaan regresi adalah sebagai berikut: 

1. Nilai kostanta adalah -54,970. Artinya, jika variabel independen yaitu pendapatan 

asli daerah, dana perimbangan dan belanja modal nilainya adalah nol, maka nilai 

variabel dependen yaitu kinerja keuangan pemerintah daerah bernilai negatif 

sebesar -54,970 

2. Nilai koefisien variabel pendapatan asli daerah bernilai positif sebesar 2,423. 

Artinya setiap kenaikan pendapatan asli daerah sebesar satu-satuan, maka kinerja 

keuangan pemerintah daerah akan meningkat sebesar 2,423 dengan asumsi 

variabel independen lainnya yaitu dana perimbangan dan belanja modal dalam 

model regresi ini bernilai nol. Koefisien bertanda positif menujukkan jika 

pendapatan asli daerah bernilai positif maka kinerja keuangan pemerintah daerah 

akan naik. 

𝑌 =  −54,970 (𝛼) + 2,423(PAD) + 0,617(Daper) + 0,189 (Belanja Modal) 
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3. Nilai koefisien variabel dana perimbangan bernilai positif 0,617. Artinya setiap 

kenaikan dana perimbangan sebesar satu-satuan, maka kinerja keuangan 

pemerintah daerah akan meningkat sebesar 0,617 dengan asumsi variabel 

independen lainnya yaitu pendapatan asli daerah dan belanja modal dalam model 

regresi ini bernilai nol. Koefisien bertanda positif menunjukkan jika dana 

perimbangan bernilai positif maka kinerja keuangan pemerintah daerah akan naik. 

4. Nilai koefisien variabel belanja modal bernilai positif 0,187. Artinya setiap 

kenaikan belanja modal sebesar satu-satuan, maka kinerja keuangan pemerintah 

daerah akan meningkat sebesar 0,187 dengan asumsi variabel dependen lainnya 

yaitu pendapatan asli daerah dan dana perimbangan dalam model regresi ini 

bernilai nol. Koefisien bertanda positif menunjukkan jika belanja modal bernilai 

positif maka kinerja keuangan pemerintah daerah akan naik.  

4.3.4 Uji Hipotesis 

1. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t) 

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel 

independen secara individual menerangkan variasi variabel dependen. Dalam pengujian 

ini menggunakan tingkat signifikansi 0,05. Berikut hasil uji koefisien regresi secara 

parsial di dalam penelitian ini: 

TABEL 4.13 Hasil Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji T) 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) -54,970 8,880  -6,190 ,008   

Pendapatan Asli 

Daerah 

2,423 ,109 ,974 22,135 ,000 ,994 1,006 

Dana Perimbangan ,617 ,170 ,206 3,639 ,036 ,602 1,661 

Belanja Modal ,189 ,097 ,110 1,953 ,146 ,604 1,655 

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS 26 (2023) 

 

Berdasarkan tabel 4.13 hasil uji signifikansi parameter individual (uji t), yaitu 

sebagai berikut: 

a. Pendapatan asli daerah memiliki nilai sig. 0,000 dan thitung sebesar 22,135. 

Artinya nilai sig < 0,05 (0,000 < 0,05) dan nilai thitung > ttabel (22,135 > 3,182), 

maka Ho1 ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pendapatan asli 

daerah secara parsial berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. 

Dengan demikian hipotesis pertama (H1) diterima. 
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b. Dana perimbangan memiliki nilai sig. 0,036 dan thitung sebesar 3,639. Artinya 

nilai sig < 0,05 (0,036 < 0,05) dan nilai thitung > ttabel  (3,639 > 3,182), maka 

Ho2 ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel dana perimbangan secara 

parsial berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan 

demikian hipotesis kedua (H2) diterima.  

c. Belanja modal memiliki nilai sig. 0,146 dan thitung 1,953. Artinya nilai sig > 0,05 

dan nilai thitung < ttabel (1,953 < 3,182), maka Ho3 diterima sehingga dapat 

disimpulkan bahwa variabel belanja modal secara parsial tidak berpengaruh 

terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian hipotesis ketiga 

(H3) ditolak. 

 

2. Uji Signifikansi Simultan (Uji F) 

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-

sama atau simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini uji 

statistik F menggunakan nilai sig 0,05. Berikut hasil uji simultan (uji F) sebagai berikut: 

Tabel 4.14 Hasil Uji Simultan (Uji F) 

ANOVAa 

Model 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 420,669 3 140,223 172,245 ,001b 

Residual 2,442 3 ,814   

Total 423,111 6    

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 

b. Predictors: (Constant), Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Dana 

Perimbangan 

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS 26 (2023) 

 

 Berdasarkan tabel 4.14 bahwa hasil perhitungan uji signifikansi simultan (Uji F) 

memiliki nilai sig. Sebesar  0,001 dan nilai Fhitung sebesar 172,245. Artinya nilai sig. < 

0,05 (0,001 < 0,05) dan nilai Fhitung  > Ftabel (172,245 > 9,28), maka Ho ditolak 

sehingga dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama (simultan) yaitu pendapatan 

asli daerah, dana perimbangan dan belanja modal berpengaruh terhadap kinerja 

keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian hipotesis keempat (H4) diterima.  

3. Uji Koefisien Determinasi (R²) 

 

Koefisien determinasi (R²) bertujuan untuk mengukur sejauh mana kemampuan 

model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai R² mendekati satu 

berarti variabel-variabel independen mampu memberikan semua informasi yang 

dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Berikut merupakan hasil uji 

koefisien determinasi (R²) di dalam penelitian ini: 
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Tabel 4.15 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²) 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,997a ,994 ,988 ,90227 

a. Predictors: (Constant), Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, 

Dana Perimbangan 

      Sumber: Hasil Pengolahan SPSS 26 (2023) 

  

Hasil tabel 4.15 yang menampilakan output SPSS model summary bahwa 

besarnya nilai Adjusted R Square 0,988 ini menunjukkan sebesar 98,8% variasi kinerja 

keuangan pemerintah daerah dijelaskan oleh variasi dari ketiga variabel independen 

yaitu pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja modal, sedangkan sisanya 

(100% - 98,8% = 1,2%) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan kedalam 

model penelitian ini.  

4.4 Pembahasan Dan Interprestasi Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis mengenai pengaruh 

Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal terhadap Kinerja 

Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung, maka interpretasi hasil penelitian sebagai 

berikut: 

4.4.1  Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan 

Pemerintah Daerah Kota Bandung 

Berdasarkan tabel 4.1 realisasi pendapatan asli daerah menunjukkan perubahan 

setiap tahunnya dan dilihat dari hasil perhitungan rasio kemampuan keuangan daerah 

Pemerintah Kota Bandung dari tahun 2015-2021 memiliki tingkat rata-rata sebesar 

39,53% yang mencerminkan kurangnya kemampuan pemerintah daerah dalam rangka 

meningkatkan pendapatan asli daerah guna membiayai kegiatan pemerintahanya. 

Selanjutnya, berdasarkan hasil pengujian statistik (uji-t) diketahui bahwa terdapat 

pengaruh antara variabel pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah 

daerah. Hal tersebut dilihat dari tabel 4.13 yang menunjukkan bahwa variabel pendapatan 

asli daerah (X1) memiliki nilai signifikan sebesar 0,000 < 0,05 dan thitung > ttabel yaitu  

22,135 > 3,182, sehingga dapat dinyatakan pada penelitian ini bahwa pendapatan asli 

daerah secara parsial berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota 

Bandung tahun anggaran 2015-2021. Adanya pengaruh antara pendapatan asli daerah 

dengan kinerja keuangan pemerintah daerah memberikan arti bahwa semakin besar 

pendapatan asli daerah, maka semakin baik kinerja keuangan pemerintah daerah Kota 

Bandung tahun 2015-2021. Besarnya pendapatan asli daerah menunjukkan kemampuan 

daerah dalam mengelola dan mengoptimalkan potensi serta berkontribusi terhadap 
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pertumbuhan pendapatan dan pembangunan di daerah yang nantinya akan berdampak 

pada kinerja keuangan pemerintah daerah yang semakin baik.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Antari dan Sedana (2018)  dan Ekasuryana (2018) yang menyatakan bahwa pendapatan 

asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah 

daerah. 

4.4.2  Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan 

Pemerintah Daerah Kota Bandung 

Dana perimbangan merupakan bagian dari pendapatan daerah yang meliputi Dana 

Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). 

Berdasarkan tabel 4.3 realisasi dana perimbangan mengalami fluktuasi selama tahun 2015-

2021 dan jika dilihat dari hasil perhitungan rasio ketergantungan keuangan daerah pada 

tabel 4.4 Pemerintah Kota Bandung memiliki rata-rata sebesar 40,15% yang 

mencerminkan tingginya tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan 

pendanaan dari pemerintah pusat.  

Selanjutnya, berdasarkan hasil pengujian statistik (uji-t) dapat diketahui bahwa 

terdapat pengaruh antara variabel dana perimbangan terhadap kinerja keuangan 

pemerintah daerah. Hal tersebut diketahui dari data pada tabel 4.13 yang menunjukkan 

bahwa variabel dana perimbangan (X2) memiliki nilai signifikan sebesar 0,036 < 0,05 dan 

thitung > ttabel yaitu 3,639 > 3,182. Pada penelitian ini dapat dinyatakan bahwa dana 

perimbangan secara parsial berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah 

Kota Bandung tahun anggaran 2015-2021.  

Adanya pengaruh antara dana perimbangan dengan kinerja keuangan pemerintah 

daerah memberikan arti bahwa semakin besar dana perimbangan, maka semakin baik 

kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Bandung tahun 2015-2021. Dalam penelitian ini 

dapat disimpulkan bahwa semakin besar dana perimbangan yang diterima dari pemerintah 

pusat maka semakin besar pula anggaran yang dikelola pemerintah daerah untuk 

memenuhi kebutuhan yang tinggi dan mampu meningkatkan pelayanan kepada publik 

sehingga berdampak pada kinerja keuangan pemerintah daerah yang semakin baik. 

Namun, disisi lain besarnya dana perimbangan yang diterima menunjukkan tingginya 

tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah Kota Bandung terhadap pemerintah pusat 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Wahyudin dan Hastuti (2020) menyatakan bahwa dana perimbangan memberikan 

pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, namun 

berbeda hasil penelitian yang dilakukan oleh Saleh, R. (2020) dan Sari (2020) yang 

menyakan bahwa dana perimbangan tidak berdampak signifikan terhadap kinerja 

keuangan pemerintah daerah. 
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4.4.3 Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah 

Daerah Kota Bandung 

Berdasarkan tabel 4.5 bahwa hasil perhitungan rasio efektivitas belanja modal 

Pemerintah Daerah Kota Bandung tahun 2015-2021 mengalami fluktuasi, secara rata-rata 

rasio efektivitas Pemerintah Kota Bandung sebesar 17,40% yang mencerminkan masih 

rendahnya pengalokasikan belanja daerah kedalam investasi belanja modal karena 

pemerintah masih memprioritaskan kebutuhan lain diluar belanja modal.  

Selanjutnya, berdasarkan hasil pengujian statistik (uji-t) pada tabel 4.13 yang 

menunjukkan bahwa variabel belanja modal (X3) memiliki nilai signifikan sebesar 0,146 > 

0,05 dan thitung < ttabel yaitu 1,953 < 3,182, sehingga dapat dinyatakan pada penilitian ini 

bahwa belanja modal tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan 

pemerintah daerah Kota Bandung tahun anggaran 2015-2021. Hal ini dikarenakan 

pemerintah belum cukup baik dalam penyerapan alokasi anggaran belanja modal di 

daerah, sehingga tidak mampu meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah Kota 

Bandung.  

Penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh (Pratiwi, 

2018) bahwa belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan 

pemerintah daerah. Namun, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Prastiwi dan Aji (2020) dan Ariska (2021). 

4.4.4  Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan 

Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 

Kota Bandung  

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa terdapat pengaruh antara 

variabel pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja modal terhadap kinerja 

keuangan pemerintah daerah. Hal tersebut diketahui dari data pada tabel 4.14 yang 

menunjukkan bahwa variabel pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja 

modal memiliki nilai signifikansi sebesar 0,001 < 0,05 dan nilai Fhitung > Ftabel yaitu 

172,245 > 9,28. Maka hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa pendapatan asli 

daerah, dana perimbangan dan belanja modal secara simultan atau bersama-sama 

berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Bandung tahun anggaran 

2015-2021. 

Selain itu berdasarkan hasil uji koefisien determinasi pada tabel 4.15 diperoleh 

nilai Adjusted R Square sebesar 0,988. Artinya bahwa 98,8% variasi kinerja keuangan 

pemerintah daerah dijelaskan oleh variasi dari tiga variabel independen yaitu pendapatan 

asli daerah, dana perimbangan dan belanja modal. Sedangkan, sisanya sebesar (100% - 

98,8% = 1,2%) dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan kedalam model 

penelitian ini.  

Adanya pengaruh antara pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja 

modal dengan kinerja keuangan pemerintah daerah memberikan arti bahwa semakin 

meningkatnya PAD, dana perimbangan dan belanja modal, maka semakin baik kinerja 
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keuangan pemerintah daerah. Hal ini karena ketiga variabel tersebut memiliki peranan 

yang besar sebagai sumber pembiayaan daerah yang mendorong pertumbuhan ekonomi 

yang nantinya akan berdampak pada kinerja keuangan pemerintah daerah yang semakin 

baik.  

Penelitian ini sejalan pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi (2018) 

dan Wahyudin dan Hastuti (2020) bahwa pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan 

belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah 

daerah. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

BAB V SIMPULAN DAN SARAN  

5.1 Simpulan  

Penelitian ini menguji Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan 

Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 

Anggaran 2015-2021. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan 

pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara parsial berpengaruh terhadap Kinerja 

Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung tahun anggaran 2015-2021. Hal 

tersebut dapat diketahui dari nilai signifikan variabel pendapatan asli daerah yang 

lebih kecil dari taraf nyata 0,05 (0,000 < 0,05) dan nilai thitung  lebih besar dari 

ttabel (22,135 > 3,182). Maka dapat disimpulkan dari hasil penelitian tersebut 

bahwa Pendapatan Asli Daerah yang dihasilkan Kota Bandung mampu 

berkontribusi terhadap pendapatan dan pembangunan daerah, sehingga berdampak 

pada kinerja keuangan pemerintah daerah yang semakin baik. 

2. Dana Perimbangan secara parsial berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan 

Pemerintah Daerah Kota Bandung tahun anggaran 2015-2021. Hal tersebut dapat 

diketahui dari nilai signifikan variabel dana perimbangan yang lebih kecil dari 

taraf nyata 0,05 (0,036 < 0,05) dan nilai thitung lebih besar dari ttabel (3,639 > 

3,182). Maka dapat disimpulkan dari hasil penelitian tersebut bahwa dana 

perimbangan yang diterima dari pemerintah pusat mampu dikelola dengan baik 

sehingga mampu meningkatkan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota 

Bandung.  

3. Belanja Modal secara parsial tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan 

Pemerintah Daerah Kota Bandung tahun anggaran 2015-2021. Hal tersebut dapat 

diketahui dari nilai signifikan variabel belanja modal yang lebih besar dari taraf 

nyata 0,05 (0,146 > 0,05) dan 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 lebih kecil dari 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 (1,953 > 3,182). Maka 

dapat disimpulkan dari hasil penelitian tersebut bahwa belanja modal yang 

dikeluarkan Pemerintah Daerah Kota Bandung belum mampu berkontribusi 

terhadap peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah. 

4. Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal secara simultan 

atau bersama-sama berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota 

Bandung tahun anggaran 2015-2021. Hal tersebut dapat diketahui dari nilai 

signifikan lebih kecil dari taraf nyata 0,05 (0,001 < 0,05) dan Fhitung lebih besar 

dari Ftabel (172,245 > 9,28). Maka dapat disimpulkan dari hasil penelitian tersebut 

bahwa seluruh variabel independen yaitu pendapatan asli daerah, dana 

perimbangan dan belanja modal jika dialokasikan secara bersama-sama memiliki 
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kontribusi terhadap pembangunan daerah sehingga membuat kinerja keuangan 

pemerintah daerah semakin baik.  

5.2  Saran  

Adapun saran yang dapat disampaikan dengan permasalahan dalam penelitian ini, 

sebagai berikut: 

5.2.1 Kegunaan Praktis 

- Pemerintah Daerah Kota Bandung selaku yang berwenang dalam mengelola 

keuangan daerah diharapkan dapat mempertahankan sekaligus 

meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari pajak 

dan retribusi daerah, sehingga nantinya mampu membiayai kegiatan 

pemerintahannya sendiri. 

- Pemerintah Daerah Kota Bandung perlu untuk mengurangi penerimaan dana 

perimbangan dari pemerintah pusat agar tingkat ketergantungan keuangan 

daerah dapat menurun. 

- Pemerintah Daerah Kota Bandung perlu meningkatkan alokasi belanja 

modal terhadap total belanja daerah dan alokasi belanja daerah perlu 

dialokasikan secara efisien dengan menerapkan transparansi sehingga 

mampu meningkatakan kinerja keuangan pemerintah daerah. 

5.2.2 Kegunaan Akademis 

- Pada penelitian selanjutnya diharapkan dapat meninjau variabel independen 

lainnya selain yang digunakan pada penelitian ini baik berupa faktor 

keuangan ataupun non keuangan agar dapat menghasilkan penelitian yang 

lebih sempurna. 

- Penelitian selanjutnya diharapkan menggunaan rasio lain selain kemandirian 

keuangan daerah dalam mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah 

diantaranya adalah rasio pertumbuhan, rasio desentralisasi fiskal, rasio 

ketergantungan, rasio efektivitas dan rasio efisiensi. 

- Penelitian selanjutnya diharapkan dapat meninjau kinerja keuangan untuk 

daerah ataupun provinsi lainnya mengingat terdapat 38 Provinsi yang ada di 

Indonesia.  
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LAMPIRAN 2 Lanjutan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota 

Bandung Tahun 2015-2016 
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LAMPIRAN 3 Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Bandung Tahun 

2016-2017 
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LAMPIRAN 4 Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Bandung Tahun 

2018 
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LAMPIRAN 5 Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Bandung Tahun 

2019-2020 
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LAMPIRAN 6 Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Bandung Tahun 

2020-2021 
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LAMPIRAN 7 Tabel Uji-T 

Pr 0,25 0,10 0,05 0,025 0,01 0,005 0,001 

df 0,50 0,20 0,10 0,050 0,02 0,010 0,002 

1 1,00000 3,07768 6,31375 12,70620 31,82052 63,65674 318,30884 

2 0,81650 1,88562 2,91999 4,30265 6,96456 9,92484 22,32712 

3 0,76489 1,63774 2,35336 3,18245 4,54070 5,84091 10,21453 

4 0,74070 1,53321 2,13185 2,77645 3,74695 4,60409 7,17318 

5 0,72669 1,47588 2,01505 2,57058 3,36493 4,03214 5,89343 

6 0,71756 1,43976 1,94318 2,44691 3,14267 3,70743 5,20763 

7 0,71114 1,41492 1,89458 2,36462 2,99795 3,49948 4,78529 

8 0,70639 1,39682 1,85955 2,30600 2,89646 3,35539 4,50079 

9 0,70272 1,38303 1,83311 2,26216 2,82144 3,24984 4,29681 

10 0,69981 1,37218 1,81246 2,22814 2,76377 3,16927 4,14370 

11 0,69745 1,36343 1,79588 2,20099 2,71808 3,10581 4,02470 

12 0,69548 1,35622 1,78229 2,17881 2,68100 3,05454 3,92963 

13 0,69383 1,35017 1,77093 2,16037 2,65031 3,01228 3,85198 

14 0,69242 1,34503 1,76131 2,14479 2,62449 2,97684 3,78739 

15 0,69120 1,34061 1,75305 2,13145 2,60248 2,94671 3,73283 

16 0,69013 1,33676 1,74588 2,11991 2,58349 2,92078 3,68615 

17 0,68920 1,33338 1,73961 2,10982 2,56693 2,89823 3,64577 

18 0,68836 1,33039 1,73406 2,10092 2,55238 2,87844 3,61048 

19 0,68762 1,32773 1,72913 2,09302 2,53948 2,86093 3,57940 

20 0,68695 1,32534 1,72472 2,08596 2,52798 2,84534 3,55181 

21 0,68635 1,32319 1,72074 2,07961 2,51765 2,83136 3,52715 

22 0,68581 1,32124 1,71714 2,07387 2,50832 2,81876 3,50499 

23 0,68531 1,31946 1,71387 2,06866 2,49987 2,80734 3,48496 

24 0,68485 1,31784 1,71088 2,06390 2,49216 2,79694 3,46678 

25 0,68443 1,31635 1,70814 2,05954 2,48511 2,78744 3,45019 

26 0,68404 1,31497 1,70562 2,05553 2,47863 2,77871 3,43500 

27 0,68368 1,31370 1,70329 2,05183 2,47266 2,77068 3,42103 

28 0,68335 1,31253 1,70113 2,04841 2,46714 2,76326 3,40816 

29 0,68304 1,31143 1,69913 2,04523 2,46202 2,75639 3,39624 

30 0,68276 1,31042 1,69726 2,04227 2,45726 2,75000 3,38518 
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LAMPIRAN 8 Tabel Uji-F 

df untuk 

penyebut 

(N2) 

df untuk pembilang (N1) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 161 199 216 225 230 234 237 239 241 242 

2 18,51 19,00 19,16 19,25 19,30 19,33 19,35 19,37 19,38 19,40 

3 10,13 9,55 9,28 9,12 9,01 8,94 8,89 8,85 8,81 8,79 

4 7,71 6,94 6,59 6,39 6,26 6,16 6,09 6,04 6,00 5,96 

5 6,61 5,79 5,41 5,19 5,05 4,95 4,88 4,82 4,77 4,74 

6 5,99 5,14 4,76 4,53 4,39 4,28 4,21 4,15 4,10 4,06 

7 5,59 4,74 4,35 4,12 3,97 3,87 3,79 3,73 3,68 3,64 

8 5,32 4,46 4,07 3,84 3,69 3,58 3,50 3,44 3,39 3,35 

9 5,12 4,26 3,86 3,63 3,48 3,37 3,29 3,23 3,18 3,14 

10 4,96 4,10 3,71 3,48 3,33 3,22 3,14 3,07 3,02 2,98 

11 4,84 3,98 3,59 3,36 3,20 3,09 3,01 2,95 2,90 2,85 

12 4,75 3,89 3,49 3,26 3,11 3,00 2,91 2,85 2,80 2,75 

13 4,67 3,81 3,41 3,18 3,03 2,92 2,83 2,77 2,71 2,67 

14 4,60 3,74 3,34 3,11 2,96 2,85 2,76 2,70 2,65 2,60 

15 4,54 3,68 3,29 3,06 2,90 2,79 2,71 2,64 2,59 2,54 

16 4,49 3,63 3,24 3,01 2,85 2,74 2,66 2,59 2,54 2,49 

17 4,45 3,59 3,20 2,96 2,81 2,70 2,61 2,55 2,49 2,45 

18 4,41 3,55 3,16 2,93 2,77 2,66 2,58 2,51 2,46 2,41 

19 4,38 3,52 3,13 2,90 2,74 2,63 2,54 2,48 2,42 2,38 

20 4,35 3,49 3,10 2,87 2,71 2,60 2,51 2,45 2,39 2,35 

21 4,32 3,47 3,07 2,84 2,68 2,57 2,49 2,42 2,37 2,32 

22 4,30 3,44 3,05 2,82 2,66 2,55 2,46 2,40 2,34 2,30 

23 4,28 3,42 3,03 2,80 2,64 2,53 2,44 2,37 2,32 2,27 

24 4,26 3,40 3,01 2,78 2,62 2,51 2,42 2,36 2,30 2,25 

25 4,24 3,39 2,99 2,76 2,60 2,49 2,40 2,34 2,28 2,24 

26 4,23 3,37 2,98 2,74 2,59 2,47 2,39 2,32 2,27 2,22 

27 4,21 3,35 2,96 2,73 2,57 2,46 2,37 2,31 2,25 2,20 

28 4,20 3,34 2,95 2,71 2,56 2,45 2,36 2,29 2,24 2,19 

29 4,18 3,33 2,93 2,70 2,55 2,43 2,35 2,28 2,22 2,18 

30 4,17 3,32 2,92 2,69 2,53 2,42 2,33 2,27 2,21 2,16 

31 4,16 3,30 2,91 2,68 2,52 2,41 2,32 2,25 2,20 2,15 

32 4,15 3,29 2,90 2,67 2,51 2,40 2,31 2,24 2,19 2,14 

33 4,14 3,28 2,89 2,66 2,50 2,39 2,30 2,23 2,18 2,13 

34 4,13 3,28 2,88 2,65 2,49 2,38 2,29 2,23 2,17 2,12 

35 4,12 3,27 2,87 2,64 2,49 2,37 2,29 2,22 2,16 2,11 

36 4,11 3,26 2,87 2,63 2,48 2,36 2,28 2,21 2,15 2,11 

37 4,11 3,25 2,86 2,63 2,47 2,36 2,27 2,20 2,14 2,10 

38 4,10 3,24 2,85 2,62 2,46 2,35 2,26 2,19 2,14 2,09 

39 4,09 3,24 2,85 2,61 2,46 2,34 2,26 2,19 2,13 2,08 

40 4,08 3,23 2,84 2,61 2,45 2,34 2,25 2,18 2,12 2,08 

 


